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Kata Kunci . ‘Jarimah, Khalwat, dandalam territorial aceh

StudiinimenjelaskanJarimah khalwat adalah perbuatan bersunyi — sunyi
antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau
tanpa ikatan perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang
berarti haram untuk dilakukan.Sedangkan dalam KUHP redaksinya hanya pada
sebatas melakukannya di depan umum yang dilarang sedangkan di tempat tertutup
sunyi dan tidak sampai diketahui oleh orang banyak/publik dibolehkan/tidak
dihukum. Apa yang dimutakhirkan dalam Kodifikasi Qanun Jinayah Aceh tentang
jarimahKhalwat danApakah dengan adanya asas Teritorial non muslim bisa
diterapkan hukumanatautidak. Salah
satudaripersoalanituadalahmengenaipemberiankewenangankepadapelanggarhukumyji
nayatuntukmemilih.Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (libary
research), Sifat penelitian ini deskriptif — analitis — aplikatif, Pendekatan undang —
undang (statue approach)danPendekatan analisiskualitatif, Pengumpulan data dalam
penelitian ini ialah mengumpulkan data yang menjadi sumber yang akan dikaji, baik
primer maupun sekunder, danmetodeanalisis data. Hukuminternasional,
hukumnasionalataupunhukumlokaladalahbagian yang
takterpisahkandariteritorialnya.Warga Negara asing yang berada di suatu territorial di
luarnegaranya, berartiwarga Negara asingitutundukkepadahukum  Negara,

tempatwarga Negara asingberada.Warga Negara
asingtidakbolehmemperlakukanhukumnyasendiri, sementara yang
bersangkutansedangberada di  Negara lain yang bukannegaranya yang
bukannegaranya.

Justruituseharusnyamerekatidakdapatmemilih.Merekaharustunduksepenuhnyakepada
hukum yang berlakupadasuatu Negara. Negara

harusmengawalkenyamanandankeamananwilayahnegaranyadariberbagaipelanggaran
dankejahatan  yang  menganggukenyamanansuatuNegaradanstabilitas  Negara

terhadapwarganegaranya. Ketika non muslimmelakukanperbuatan yang
dilarangdalamsuatudaerah yang berlakusyariatlslam, non
muslimdapatmelakukanpilihan. Hal

inidirasakantidakadildantidakjugapatut.dimanabumidipijakdisitulangitdijunjung.Lagi
pula pelarangan yang ada di dalamganunjinayatmemangdilarang di dalam
agamaapapun.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengenal tiga katagori Jarimah; (1) Qishas/Diyat, (2)
Hudud; (3) Tazir. Ta zir adalah ketentuan — ketentuan Hukum yang dibuat atau
diformulasi oleh pemerintah yang berwenang. Hukum-Hukum yang ada di Aceh
itu semuanya Hukum Islam dalam bingkai katagori Hukum ¢a zir. Unsur — unsur
perbuatan Hukum dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan. Tindak pidana ta’zir adalah tindak pidana yang
hukumannyatidak tetap.

Jarimahta zir yang menjadi wewenang ulil amri (penguasa) kadangkala
dianggap jarimah pada waktu kemudian karena kepentingan kemaslahatan.
Adapun jarimahta zir yang ditentukan syara’, telah dianggap jarimah sejak
diturunkannya syariat Islam dan itu akan terus dianggap jarimah sampai kapan
pun, tanpa ada kemungkinan untuk tidak dianggap jarimah sampai kapan
pun®.Langkah seperti apa yang bisa diambil oleh penguasa dalam menertibkan dan
menjaga evektifitas dari pemberlakuan ganun jinayah yang khususnya mengenai
butir jarimahkhalwat.

Sebelum dikodifikasi dan disahkannya Qanun Jinayah nomor 6 tahun
2014 oleh Ulil Amri(penguasa), hukum syariat di Aceh mencakup tiga perkara:

Khalwat (mesum), Khamr (alkohol) dan Maisir (perjudian). Qanun Jinayat

! Rahmat Hakim,Figh Jjinayah, Bandung,Pustaka Setia, himl.142



memperluas cakupan pidana. Memasukan juga perbuatan yang sebetulnya sudah
diatur oleh KUHP Indonesia, seperti perkosaan. Yangjuga dianggap bermasalah,
Qanun Jinayat ini berlaku juga buat kaum Non-Muslim.?

Jarimahkhalwat adalah perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang
mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan mahram atau tanpa ikatan
perkawinan yang hukumnya dilarang dalam Islam dan yang dilarang berarti haram
untuk dilakukan. Dalam istilah ini istilah khalwat bisa berkonotasi ganda. Di satu
sisi bisa bermakna positif dan disisi lain bisa bermakna negatif. Bila seseorang
berkhalwat, mengasingkan dirinya dari manusia lain guna mendekatkan diri
dengan tuhannya,disebut positif. Tetapi apabila seseorang berkhalwat berdua —
duaan di tempat sunyi dengan lawan jenis bukan mahramnya, dan tidak terikat
dalam ikatan perkawinan yang sah, ini masuk katagori negatif.® Pengertian negatif
seperti ini yang dimaksudkan dalam pasal 23 ganun jinayah nomor 6 tahun 2014
tentang khalwatyang di dalamnya menjelaskan isi pasalnya,diantaranya jarimah
dan sanksinya.

Jarimahkhalwatmerupakan salah satu dari percobaan jarimah atau tindak
pidana hudud “zina” tetapi secara figh dan juga dalam ganun jinayah Aceh telah
dianggap sebagai perbuatan melawan Hukum atau perbuatan maksiat sehingga
dapat berdiri sendiri dan termasuk dalam katagori jarimah ta zir

Dalam pasal ganun ini disebutkan bahwa “Ruang lingkup larangan

khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah

2Http://Aceh.Tribunnews.com/2014/10/11/Qanun-Jinayah-Efektif-BerIaku-28 September-2015

$Abdul Ganilsa, Formalisasi Syariat Islam di Aceh, peNA, him. 419-420.



kepadaPerbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan mukallaf yang
menjurus kepada perbuatan zina seumpama berdua-duaan di tempat sunyi antara
laki-laki dan perempuan berlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini

seperti firman Allah swt dalam surat al-Isra’ ayat 32:

Lo p
V3l G b Rt g
Artinya:
Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Larangan khalwat adalah pencegahan diri dari perbuatan zina. Larangan
ini berbeda dengan beberapa perbuatan jarimah lain yang langsung kepada zat
perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan maisir.
Larangan zina justru dimulai dari tindakan — tindakan yang mengarah kepada
zina. Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian
nasab seorang anak manusia.

Penerapan Hukumzazir dalam tindak pidana syariat dalam kerangka
sistemHukum pidana Indonesia memerlukan pendekatan yang khusus. Pendekatan
khusus dimaksud adalah dengan memformat aturan-aturan pidananya dalam
bentuk peraturan perundang-undangan yang baku, sebab Hukum Indonesia
beraliran roman law yang menganut asas kepastian Hukum.”

Nilai — nilai etika yang ditawarkan Islam tersebut , di zaman modern ini

mendapat tantangan yang serius dari budaya sekuler yang serba permisif yang

* A. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukumlslam, Gama media, him. 87-92



pada umumnya datang dari barat. Budaya sekuler adalah budaya yang lahir dari
aliran filsafat sekuralisme yang memisahkan nilai-nilai agama dengan nilai-nilai
duniawi dan menurut aliran ini, agama tidak boleh dicampuradukkan dengan
urusan duniawi.> Dalam KUHP yang memuat pasal 532-536 tentang pelanggaran
asusila yang pada redaksinya memberikan gambaran umum terhadap materiil
tindak pidana asusila sehingga dapat terjadi penafsiran hukum yang luas yang
memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya pada pasal ini unsur
moral mengenai kesopanan bisa dihukum yang hanya batasan di depan umum dan
atas pasal pelanggaran asusila dalam KUHP ini bisa diterapkan hukuman
pelanggaran asusila, dan dalam konteks Aceh terdapat dualime hukum yang harus
disesuaikan secara objektif kemudian diterapkan kepada subjek si pelaku tindak
pidana “Pelanggaran Asusila” (KUHP) atau jarimah “Khalwat”(Qanun Jinayah
Aceh Nomor 6 Tahun 2014).

Zaman dahulu orientasi Hukum kepada territorial suatu Negara tertentu.
Hukum nasional suatu Negara. Masing — masing Negara mempunyai hukumnya
sendiri. Pada zaman global seperti sekarang ini batasan Negara dalam masalah
Hukum sudah begitu tipis. Pemberlakuan suatu Hukum akan dipengaruhi oleh
Hukum Negara lain. Agar tidak Nampak intervensi suatu Negara, disebutkan
Hukum internasional, yang dianggap aspek — aspek Hukum yang berlaku secara
umum dan tidak mengenal batas Negara. Walaupun yang dimaksud Hukum
internasional bukanlah seperti itu. Hukum memang berorientasi ke territorial, van

vollen hoven membuktikan dengan membagi territoarial keberlakuan Hukum adat

*Juhaja S. Praja, Aliran - Aliran Filsafat dan Etika, kencana,him. 34



kepada 19 lingkungan Hukum di Indonesia. Masing-masing lingkungan Hukum
itu mempunyai Hukum lokalnya sendiri, bahkan dapat lebih kecil lagi yang diberi
nama dengan kububan Hukum. Masyarakat Hukum yang bertempat tinggal di luar
lingkungan Hukum lain harus menghormati adat istiadat lingkungan Hukum
tempat perbuatan Hukum yang akan dilakukan. Van vollen hoven telah
mengumumkan temuannya seperti itu.®

Menurut asas territorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara
semata — mata digantungkan pada tempat dimana tindak pidana atau perbuatan
pidana dilakukan, dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau wilayah
negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial
ini berdasarkan atas kedaulatan negara sehingga setiap orang wajib dan taat
kepada perundang — undangan negara tersebut.Pasal 2 KUHP merumuskan:
Aturan pidana dalam perundang — undangan indonesia berlaku bagi setiap orang
yang melakukan tindak pidana di indonesia. Perkataan setiap orang mengandung
baik warga negara indonesia maupun orang asing yang berada di indonesia.
Dalam hal melakukan perbuatan, terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya
sendiri tidak di indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Hal ini akan
dibicarakan lagi nanti mengenai locus delicti (tempat terjadinya delik atau tindak
pidana) dalam membicarakan lebih lanjut tentang tindak pidana.’

Dalam teritorial Aceh juga dapat berlakunya asas personalitas muslim di

seluruh dunia yang menjajaki kakinya di Aceh. Tetapi yang diterapkan dalam

® A hamidSarong, Kedudukan Non Muslim Dalam Sistem Hukum Jinayat di Aceh,(Jurnal
Paska Sarjana UIN,Banda Aceh ,2016)Hal.1

"Teguh Prasetyyo, Hukum Pidana, RajaGrafindo persada, him 41- 42



KUHP ataupun ganun jinayah adalah asas teritorialitas begitu juga dengan
penundukan diri secara suka rela bagi non muslim berdasarkan asas teritorialitas
yang memasuki kawasan Aceh baik dalam jangka waktu singkat ataupun
berjangka waktu lama berada di nanggroe Aceh darussalam seperti yang ada pada
pasal 2 atas berlakunya asas teritorialitas secara nasional dan ditambah pasal 5
Qanun Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 yang merumuskan: “QanunAceh ini
berlaku untuk lembaga penegak hukum dan setiap orang yang berada di
Aceh”.Serta diperkuat oleh Pasal 125 serta pasal 129 Undang — undang
Pemerintah Aceh (UUPA): untuk dan wajib mematuhi dan menghormati segala
peraturan atau syariat Islam yang ada dan berlaku di Aceh terutama mengenai
butir jarimahkhalwat.

Jarimah jinayat di Aceh direncakan berlaku pada orang Islam saja, dan
memberi pilihan kepada orang bukan Islam untuk memilih Hukum yang berlaku
apakah Hukumlslam(Qanun Jinayah Aceh) atau Hukum lain(KUHP), yang juga
disiapkan untuk diberlakukan. Dalam kaitan dengan pilihan Hukum ini masih ada
beberapa persoalan yang belum terjawab. Sebagaimana yang telah diterangkan
diatas. Salah satu dari persoalan itu adalah mengenai pemberian kewenangan
kepada pelanggar Hukum jinayat untuk memilih.2Memberikan pilihan sedemikian
luas kepada orang bukan Islam menjurus kepada penafikan keberadaan lembaga
Negara.

Hukum jinayat di Aceh adalah milik Negara republik Indonesia. Lembaga

Negara tidak boleh direndahkan oleh warga Negara manapun, baik warga Negara

A HamidSarong, ibid.,him.2



Indonesia sendiri maupun warga Negara asing. Kebebasan memilih Hukum yang
berlaku dapat dipahami, karena ini merupakan hak asasi, sehubungan hak
beragama bagi orang bukan Islam. akan tetapi ketika Hukumganun jinayat, milik
Negara republik Indonesia, bolehkah orang bukan Islam memilih? Kaedah
eclectic ini memandangkan ianya memberikan pilihan kepada sebagian
orang(dalam kasus ini, orang bukan Islam) manakala orang Islam tidak diberi
kesempatan untuk memilih. Hal ini merupakan satu hal yang tidak adil dan hilang
kepastian Hukum.

Suatu ketidakselarasan yang dipikirkan akan timbul dari peruntukan yang
sama, adalah apabila seseorang bukan Islam didakwa lebih dari satu kesalahan
dalam ganun tersebut. Terdakwa akan mempunyai pilihan, yakni ia akan dapat
memilih bahagian — bahagian Hukum jinayat yang dapat meringankan
kesalahannya untuk salah satu dakwaan, manakala untuk dakwaan yang lain pula,
memilih untuk diadili di bawah sistemHukum yang lain.°Hal yang menarik untuk
dikaji dalam penelitian ini adalah mengapa penerapan Qanun tentang Khalwat
masih kontroversial dalam penerapannya terutama pada masalah penerapan
kepada non muslim.

Kemudian apakah jenis tindak pidana khalwat yang diatur dalam
QanunKhalwat No. 6 tahun 2014 tidak bertentangan dengan pasal 532-536 dan
281 (KUHP) yang sampai saat ini menjadi perdebatan di berbagai kalangan.

Masih terdapat Kesimpangsiuran dalam mengadili Pihak atau pelaku khalwat

°Bandingkan, iman sudiyat, “peran pendidikan dalam pembangunan Hukum nasional
berdasarkan Hukum adat”, pidato pengukuhan jabatan guru besar pada fakultas Hukum
universitas gajah mada, tanggal 19 febuari 1980.



yang terutama diadili dan dikenakan hukuman adalah orang yang beragama
muslim apakah dari lokal saja atau di luar Aceh bisa juga diadili dan bagaimana
untuk yang non muslim yang telah menjadi warga di Aceh dan juga wisatawan
yang masuk ke Aceh dalam jangka waktu yang singkat apakah bisa diadili dan
menjadi wewenang dari mahkamah syariah sendiri atau dilimpahkan kembali ke
pengadilan negeri untuk diadili. Dan bagaimana hubungannya atau eksistensi dari
pasal 129 UU Nomor 11 Tahun 2006 bagi daerah Aceh lebih subjektif atau
objektifkah. Dan apakah sama dengan asas teritorial yang dianut KUHP. Inilah
yang menjadi puncak masalah yang akan diangkat terutama atas hukum material
dan formilnya dari jarimahkhalwat."Kemudian, pasal 5 menyebutkan Qanun
Jinayat berlaku buat non-Muslim juga -kendati ada beberapa ketentuannya, tetap
saja pada akhirnya menjerat non-Muslim. Lalu bagaimana dengan retorika selama
ini yang meyakinkan non-Muslim bahwa Syariat hanya berlaku buat penganut
Islam saja?"Berangkat dari hal tersebut, maka pembahasan bagian ini dibagi
dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan jarimahkhalwat dan pelanggaran
asusila beserta UU pemberlakuaannya,bagian kedua, kewenangan daerah atau
negara dalam memberlakukan hukumnya, ketiga, menjelaskan tentang objek

hukum berdasarkan territorialnya terhadap penerapan isi ganunjinayahkhalwat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas,maka hukum Khalwat di Aceh dalam
Qanun No. 6 tahun 2014 merupakan gagasan yang menarik untuk diteliti serta
dikaji,dengan demikian penulis menyusun beberapa rumusan masalah yang akan

menjadi titik fokus dari penelitian ini, yakni;



1. Apa yang dimutakhirkan dalam Kodifikasi Qanun Jinayah Aceh?
2. Apakah dengan adanya asas “Territorial” selain muslimNon Muslimdi

Aceh juga bisa diterapkan hukuman ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas,maka tujuan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini adalah :

a. Mengetahui kuantitas dan kualitas dari Qanun JinayahAceh Nomor 6
Tahun 2014 yang telah dikodifikasi khususnya atas JarimahKhalwat.

b. Memberi kejelasan kepada pihak Muslim dan non muslim yang menjajaki
kakinya di wilayah Aceh atas pemberlakuan syariat Islam butir
jarimahkhalwat dalam QanunJinayah nomor 6 tahun 2014 yang berlaku
secara teritorial berdasarkan regulasi atas pasal 2 KUHP, pasal 5 Qanun

Acara Jinayah dan pasal 125 UUPA.

D. Kajian Kepustakaan

Beberapa kajian dan literatur yang relevan serta dapat dijadikan rujukan
maupun perbandingan dalam pembahasan skripsi sekaligus meletakkan
kekhususan penelitian ini. Dengan begitu diharapkan terbentuknya kajian yang
kuat dengan berbagai sumber yang sudah mengalami pengujian sebelumnya untuk
originalnya penelitian ini. Di antara kajian pustaka yang dapat dijadikan rujukan
adalah sebagai berikut.

Undang — undang Pemerintahan Aceh : Otonomi Khusus di Bidang

hukum,yang ditulis oleh Al Yasa Abu Bakar, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN
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Sunan Kalijaga,2007.Vol.41,No. 1.2007*ini merupakan sebuah referensi yang
sedikit membantu memahami eksistensi penerapan syariat Islam di Aceh,
terutama dari dasar hukum nasional yang menaunginya. Tulisan ini juga berfungsi
untuk memberi gambaran tentang mekanisme penerapan syariat Islam di Aceh
yang merupakan hal baru dalam penerapannya di wilayah Indonesia. Isi dari
tulisan ini antara lain otonomi dan problematika hukum di Aceh,tugas dan
kewenangan Mahkamah Syariah, serta pemberlakuan Syariat Islam di Aceh
mengenai asas personal atau teritorial serta penundukan diri bagi non muslim.
Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur di atas, maka
penelitian ini berbeda dengan karya tulis atau penelitan yang sudah ada. Dalam
penelitian ini lebih diarahkan pada tindak pidana bagi non muslim yang
melanggar QanunjinayahAceh nomor 6 tahun 2014 tentang Khalwat di Nanggroe
Aceh Darussalam, yang dalam hal ini khusus membahas tentang butir pelanggaran
khalwat tersebut,kemudian di komparasikan antar QanunJinayah AcehNo. 6 tahun
2014 tentang Khalwat/mesum dengan pasal 532-536 serta 281 tentang
Pelanggaran dan kejahatan Asusila Kitab Undang — undang Hukum Pidana
(KUHP) berdasar asas territorial yang dianalisis dari dasar yuridis,sosiologis dan

filosofis pada saat legislasi Undang — undang tersebut.

E. Penjelasan Istilah
Untuk tidak menimbulkan salah tafsir atau salah pengertian dalam memahami

istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini penulis akan memberikan penjelasan

19 jurnal Asy-syir'ah, Vol.41,NO. 1 thn 2007, (Yogyakarta: Fakultas Syariah),him.1-24
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berkenaan dengan “Jarimah Khalwat Dalam Territorial Aceh” istilah yang ingin
penulis jelaskan itu adalah:

1. Jarimah

2. Khalwat

3. Territorial

4. Analisis Penerapan

5. KUHP

6. Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

Ad. 1 Jarimah

Jarimah adalah Perbuatan yang dianggap perbuatan pelanggaran maksiat
dalam figh jinayah.'
Ad. 2 Khalwat

Khalwat: Menurut bahasa,istilah khalwat berasal dari ‘khulwah’ dari akar
kata khala’ yang berarti ‘sunyi’ atau ‘sepi’. Sedangkan menurut istilah Khalwat
adalah keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain.*?
Ad. 3 Territorial

Territorial: Lingkungan berlakunya subjek beserta objek hukumnya™®

Ad. 4 Analisis Penerapan

""Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas HPI, Sinar Grafikahlm. 5

2 Alyasa’ Abubakar, MA dan Marrah Halim,S.Ag,M.Ag,Hukum Pidana Islam di
Provinsi NAD.(Banda Aceh Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007),
him.80
BMahrus ali, Dasar dasar hukum pidana, Sinar Grafika, him. 67
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Analisis penerapan: suatu proses menganalisa atas adanya implementasi di
lapangan.**
Ad.5 KUHP

KUHP:Kitab Undang — Undang Hukum Pidana yang bersumber dari
peninggalan kolonial belanda dan direvisi oleh Indonesia untuk diterapkan hukum
nya dalam Negara Indonesia. Berisi 3 cakupan buku ( ketentuan umum,
kejahatan, dan pelanggaran).™
Ad. 6 Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014S

Qanun Jinayah: Peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah
provinsi yang mengatur tentang Jarimah dan ‘Uqubat.’®
F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam
penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.’” Agar tercapai maksud
dan tujuan pembahasan pokok — pokok masalah di atas, maka penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (libary research),

yaitu penelitian yang dilakukan lebih kepada sumber data yang diperoleh dari

literature yang sesuai dengan bahasan yang dikaji, yaknikhalwatdi Nanggroe Aceh

“Saifuddin Azwar,Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),hIm.
"R Soesilo, KUHP, 1995,hIm. 4

1®pasal 1 angka 15 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

17 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press,1986),hIm.5
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Darussalam dikaji dalam Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014 dan Kitab Undang
— undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatf, yaitu menguraikan atau
menjelaskan pokok permasalahan yang penulis teliti kemudian melalui proses
analisis.

3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Pendekatan undang — undang (statue approach)™® yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah undang — undang yang bersangkut dengan isu
hukum yang diteliti. Dalam hal ini akan membuka kesempatan bagi
peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara
QanunKhalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam QanunJinayah No 6
Tahun 2014 dan Kitab Undang — undang Hukum Pidana Indonesia
(KUHP) Pasal 532-536 tentang Pelanggaran Asusila.

4. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah mengumpulkan data yang

menjadi sumber yang akan dikaji, baik primer maupun sekunder. Sumber primer
adalah peraturan perundang —undangan , yakni Qanun (peraturan perundang —
undangan) mengenai hukum Khalwat di Aceh dan KUHP mengenai pelanggaran
asusila. Selebihnya penulis membutuhkan sumber sekunder sebagai bahan hukum

sekunder yang terutama adalah buku — buku hukum termasuk skripsi, dan jurnal —

¥peter Mahmud Marzuk,Penellitian Hukum,(Jakarta: Kencana Prenada Media
Group,2005),him.93.
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jurnal hukum,* disamping itu juga kamus hukum, putusan pengadilan. Bahan
hukum sekunder ini memberikan arah (petunjuk) kepada peneliti kemana peneliti
akan melangkah.
5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting disamping kegiatan —
kegiatan lain dalam proses penelitian.?’Analisis data ini dilakukan untuk
menjamin dan sekaligus sebagai tolak ukur bermutu atau tidaknya sebuah
penelitian. Proses analisis data merupakan suatu Kkegiatan menyusun,
mengkatagorikan data,mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami
maknanya.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif.
Dedutif di sini adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum
mengenai suatu fenomena yang bersangkutan (prediksi).?* Jadi teori yang ada
yang berkaitan dengan hukum khalwat dalam Islam digeneralisasikan dengan

kebenaran tentang hukum khalwat yang ada di Nanggroe Aceh Darusssalam.

19 Skripsi yang berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, jurnal hukum Asy-
Syir'ah,termasuk yang on-line.

“Radjasa Mu'tasim, Metode Analisis Data,hlm.218.

?! saifuddin Azwar,Metode Penelitian,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009),him.40.
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G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi agar
lebih terarah pembahsannya maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima
bab. Sistematika pembahasan lebih lengkap adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang didahului dengan latar belakang
untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bagian ini memaparkan
tentang hukum khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam, dari rumusan masalah,
tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi gambaran umum tentang Qanun di Nanggroe Aceh
Darussalam yang terbagi menjadi tiga sub bahasan yakni: pertama sejarah dan
dasar pembentukan Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam, Kedua Sumber
pembentukan Qanun di NAD, Sub Ketiga Asas territorial atau lingkungan
berlakunya hukum pidana Islam.

Bab Ketiga, penulis mengarahkan pada masalah gambaran tindak pidana
khalwat dalam Qanun dan KUHP yang terbagi menjadi dua sub bahasan yakni:
Sub pertama mengenai Khalwat dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang
khalwat/mesum,Sub kedua mengenai pelanggaran kesusilaan pasal 532-536 dan
281 dalam Kitab Undang — undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP).Dan
analisis mengenai Tindak Pidana Khalwat di Nanggroe Aceh Darussalam dalam
Qanun No 6 tahun 2014 dan pasal 532-536 dan 281 Kitab Undang — undang
Hukum Pidana Indonesia (KUHP) berdasarkan Asas Territorial yang terdiri tiga

Sub Bab.
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Bab Keempat merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran —

saran dan kata penutup.?

**http://digilib.uin-suka.ac.id/75061/1/BAB%201%2C%20V%2C %20DAFTAR %20PU
S-TAKA.pdf diakses tanggal 8 Febuari 2016.



http://digilib.uin-suka.ac.id/75061/1/BAB%201%2C%20V%2C%20%20DAFTAR%20%20PU%20S-TAKA.pdf
http://digilib.uin-suka.ac.id/75061/1/BAB%201%2C%20V%2C%20%20DAFTAR%20%20PU%20S-TAKA.pdf

BAB |1

KHALWATDALAM KUHP DAN QANUN
JINAYAH ACEH

A. Pengertian Jarimah Khalwat

Menurut bahasa,istilan khalwat berasal dari ‘khulwah’ dari akar kata
khala’ yang berarti ‘sunyi’ atau ‘sepi’. Sedangkan menurut istilah Khalwat adalah
keadaan seseorang yang tersendiri dan jauh dari pandangan orang lain.! Istilah
Khalwat dapat mengacu kepada hal — hal negatif,yaitu seorang pria dan seorang
wanita berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang
lain,sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat.

Dalam terminologi hukum Islam,Khalwat didefinisikan dengan
keberadaan seorang pria dan wanita yang tidak ada hubungan kekerabatan
sehingga halal menikahinya,di tempat yang sepi tanpa didampingi oleh mahram
dari pihak laki — laki atau perempuan. Berdasarkan pengertian di atas bahwa
khalwat antara seorang pria dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa
disertai olen mahram maka hukumnya haram,meskipun keduanya tidak
melakukan hal — hal yang melanggar ajaran Islam,sebab larangan tersebut

ditujukan kepada perbuatan Khalwatnya.

1Alyasa’ Abubakar, Marah Halim,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), him.80

17
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Berdasarkan sabda nabi Saw:

5

AIPERANEA I ,&,}?’/
g el Elal NS

“Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat(menyendiri) dengan seorang wanita

kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut” (HR. Bukhari & Muslim).?

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah QS. Al — Isra

17:32
& p

APV R EL O s
Ayat di atas mengharamkan dua hal sekaligus: (zina); dan (b) segala
prilaku yang mendekati perbuatan termasuk diantaranya adalah berduaan antara
dua lawan jenis yang bukan mahram yang disebut dalam istilah bahasa Arab
dengan Khalwat dengan yang selain mahram.Sedangkan zina merupakan
hubungan kelamin antara pria dan wanita yang tidak dihalalkan oleh syara’.
Ancaman hukumnya adalah didera/dicambuk seratus kali. Ancaman hukuman ini
dapat diterapkan apabila ada bukti yang kuat yaitu ; persaksian empat orang laki —
laki yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan perbuatan zina itu dan
pengakuan dari pelakunya yang benar — benar dapat meyakinkan kebenarannya
dan pada dewasa ini 4 orang saksi ingin digantikan lewat pembuktian pemeriksaan
test DNA. Beberapa penjelasan di atas memberi pengertian bahwa sesungguhnya
hakikat Khalwat itu adalah adanya kemungkinan terjadinya. Perbuatan maksiat

antara laki — laki dan perempuan bila mereka saling berduaan, baik dalam kondisi

ramai (hotel,rumah,pasar atau tempat lainnya) maupun di tempat sepi.

? Hadist-Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim
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Sedangkan Al — Qanun berasal dari bahasa yunani (kanun) dan deserap ke
dalam bahasa Arab melalui bahasa yunani,pada asalnya kata ini berarti alat
pengukur,kemudian berkembang menjadi kaidah,norma,undang—undang,peraturan
atau hukum. Dalam bahasa Arab Qanun artinya membuat hukum (to make law, to
legislate).Dalam  perkembangannya,Qanun  berarti  hukum(law),peraturan
(rule,regulation),undang — undang (statue,code). Dalam konteks pemberlakuan
syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun adalah peraturan perundang
— undangan sejenis peraturan daerah propinsi atau kabupaten/kota yang mengatur

penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.

B. Sejarah, Dasar, dan Sumber Pembentukan Qanun Jinayah Aceh

Pembentukan Qanun sebagai instrumen yuridis untuk pelaksanaan
undang—undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan
peraturan perundangan lain serta pelaksanaan otonomi daerah akan terlaksana
baik apabila didukung oleh tata cara pembentukan, metode yang pasti,baku dan
standar yang mengikat semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk
Qanun.

Secara umum langkah legal drafting(pembuatan peraturan perundang —
undangan) Qanun di Nanggroe Aceh Darussalam dimulai dengan penyiapan
naskah akademik,inventarisasi masalah dan penyusunan sistematika. Ketiga
langkah ini tidak mesti berurutan,boleh saja sekali jalan bersamaan,atau ada
yangditinggalkan karena dianggap tidak perlu.Setelah ini barulah dilakukan

penulisan draft awal Qanun yang dilanjutkan dengan penyempurnaan -
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penyempurnaan yang terus diulang sampai dianggap memadai bahkan sempurna.
Penyempurnaan ini akan terjadi dalam diskusi — diskusi dan revisi — revisi,baik di
kalangan eksekutif,dalam pembahasan intern legislatif (DPRA dan MPU) atau
dalam musyawarah antar para pihak, misalnya, setelah mendapat masukan dari
masyarakat melalui proses dengar pendapat langsung atau proses sosialisasi media
massa.Secara yuridis Aceh telah diberi kewenangan sebagai daerah yang
menerapkan pelaksanaan syariat Islam.

Qanun dirancang dan disusun sebagai bagian dari upaya untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akan perundang —undangan
yang berbasis syariat Islam pada masa kini dan masa depan,bukan kebutuhan
masa lalu. Qanun disusun bukan dengan tujuan untuk membawa masyarakat
mundur ke masa sahabat pada abad ke-7 masehi atau masa kesultanan Aceh.

Proses legislative drafting,diperlukan landasan yang meliputiLandasan
yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dengan aspek yuridis dimaksudkan agar produk
hukum yang diterbitkan dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan gejolak
di tengah masyarakat. Landasan yuridis meliputi tiga hal:

a. Kewenangan dari pembuatan undang — undangan,

b. Kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang —undangan dengan
materi yang diatur,

c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
Adapun secara sosiologis, suatu produk regulasi harus mencerminkan

kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis ini dimaksudkan agar
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pruduk hukum yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai — nilai
hakiki di tengah — tengah masyarakat,misalnya agama.

Setelah Indonesia merdeka KUHP dinyatakan berlaku umum (unifikasi
hukum pidana). Melalui Undang — undang Nomor 1 Tahun 1946 (29 September
1959). Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan WvS Negeri Belanda. WvS
bersumber dari hukum Romawi. Jadi sumber KUHP sebenarnya dari hukum

Romawi.

Sistematika KUHP terdiri atas tiga buku.

a. Buku I : Mengatur ketentuan umum,terdiri atas 9 bab,tiap bab terdiri atas

berbagai pasal yang jumlahnya 103 pasal (pasal 1-103).

b. Buku Il : Mengatur tentang kejahatan terdiri atas 31 bab dan 385 pasal

(104-448).

c. Buku Il : Mengatur tentang pelanggaran terdiri atas 10 bab yang memuat

81 pasal (pasal 449-569).

Adapun kekuasaan berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi, yaitu
segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan
waktu terjadinya perbuatan pidana,artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut. Hal
tersebut dapat dilihat dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:
“semua perbuatan tidak dapat dihukum selain atas kekuatan aturan pidana dalam
undang — undang yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi “. Kekuasaan
berlakunya KUHP ditinjau dari segi positif, artinya bahwa kekuatan berlakunya

KUHP tersebut dikaitkan dengan tempat terjadinya perbuatan pidana. Kekuasaan
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berlakunya KUHP yang dikaitkan dengan tempat diatur dalam pasal 2 ayat
(9)KUHP.

Dalam pembentukan peraturan perundang — undangan harus dilakukan
berdasarkan asas — asas yang meliputi 1. Asas kejelasan tujuan 2. Kelembagaan
atau pejabat pembentuk yang tepat 3. Kesesuaian antara jenis,hirarki dan materi
muatan 4. Dapat dilaksanakan 5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 6. Kejelasan
rumusan 7. Keterbukaan (pasal 5 UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang
pembentukan peraturan perundang — undangan).

Dalam pendekatan perundang —undangan penulis bukan saja melihat
kepada bentuk peraturan perundang — undangan saja, melainkan juga menelaah
materi muatannya . Penulis juga akan mempelajari dasar ontologis (alasan adanya)
lahirnya undang —undang, landasan filosofis undang — undang (perda Aceh)
tersebut. Untuk memahami dasar ontologis undang — undang, penulis mengacu
pada latar belakang lahirnya undang — undang tersebut.

Undang — undang merupakan hukum yang tertulis, dalam Islam juga
mengenal adanya hukum Islam yang memiliki prinsip — prinsip yang terkandung
dalam magashid syariah yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia (baik
sebagai individu dan sebagai masyarakat), dalam kehidupan di dunia maupun di
akhirat kelak.

Untuk mencapai tujuan — tujuan yang disyaratkan tersebut, Islam datang
membawa hal — hal berikut:

a. Islam telah meletakkan di dalam undang — undang dasarnya, beberapa

prinsip yang kekal,seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak
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kemudharatan, wajib berlaku adil, musyawarah, memelihara hak,
menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk
menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus
— kasus baru. Prinsip — prinsip merupakan dasar — dasar umum tujuan
disyariatkannya agama Islam.

b. Dasar — dasar ajaran Islam berpegang dengan konsisten pada prinsip
mementingkan pembinaan mental khususnya individu,sehingga ia menjadi
sumber kebaikan masyarakat. Apabila individu menjadi baik, masyarakat
pun dengan sendirinya akan menjadi baik.

c. Syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang dengan
konsisten pada prinsip memelihara kemaslahatan manusia dalam
kehidupan dunia dan akhirat.

d. beberapa bentuk kemaslahatan yang dirumuskan ulama sebagai tujuan dari
pembentukan hukum Islam (magashid syariah) adalah :

1) Memelihara kemaslahatan agama

2) Memelihara kemaslahatan jiwa

3) Memelihara kemaslahatan akal

4) memelihara kemaslahatan keturunan

5) Memelihara kemaslahatan harta

Dalam metode pendekatan yang digunakan penulis menggunakan
pendekatan perundang —undangan (statue approach) yakni pendekatan dengan
menggunakan legislasi dan regulasi. Karena referensi utama dalam membahas isu

khalwat ini menggunakan Undang — undang (Qanun) dan Kitab Undang — undang
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Hukum Pidana Indonesia (KUHP). Kemudian penulis juga menggunakan
pendekatan perbandingan (comparative approach) yakni pendekatan yang
mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara peraturan perundang —undangan
di Aceh (Qanun) dan Kitab Undang — undang hukum pidana Indonesia (KUHP).
Latar belakang yang melandasi masing — masing undang — undang tersebut tidak
sama, tetapi dapat diduga adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam
masing — masing undang — undang tersebut.

C. Asas Territorialitas

Berdasarkan asas berlakunya hukum pidana suatu negara, pada umumnya
yang dianut oleh semua Negara di seluruh dunia adalah asas Territorial. Oleh
karena Moeljatno, asas ini diartikan bahwa perundang — undangan hukum pidana
suatu Negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di
Negara tersebut, baik oleh warga Negara itu sendiri maupun warga Negara
asing.>Selain asas Territorial ini, dalam rangka mengantisipasi berbagai kejahatan
yang dilakukan diluar wilayah suatu Negara, Hukum pidana mengenal adanya
perluasan yurisdiksi territorial.*

Dalam pasal 1 ayat i KUHP, diadakan aturan — aturan mengenai batas —
batas berlakunya perundang — undangan hukum pidana menurut waktu atau saat
terjadinya perbuatan. Dalam pasal 2 sampai 9 KUHP sebaliknya diadakan aturan
— aturan mengenai batas — batas berlakunya perundang — undangan hukum pidana

menurut tempat terjadinya perbuatan.

*Moeljatno, Ibid. him. 38

*Eddy O.S Hiariej,Hukum Pidanalnternasional,hlm.37
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Ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian yaitu:

Pertama: Perundang — undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik dilakukan oleh warga
negaranya sendiri maupun oleh orang asing ( azas Teritorialitas).

Kedua: Perundang — undangan hukum pidana berlaku bagi semua
perbuatan pidana yang dilakukan oleh warganegara, dimana saja, juga diluar
wilayah negara suatu negara(asas personal).” Juga dinamakan prinsip nasional
yang aktif.

Dalam asas pertama, titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di
dalam wilayah negara. siapa yang melakukannya, warganegara atau orang asing,
tidak menjadi soal. Dalam asas kedua, titik berat diletakkan pada orang yang
melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya delik adalah tidak penting.Asas
yang pertamalah yang masa ini lazim dipakai oleh kebanyakan negara — negara,
juga Indonesia. Dan ini sudah sewajarnya. Tiap — tiap orang yang berada di
wilayah suatu negara harus tunduk kepada peraturan — peraturan negara. Asas
yang kedua tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya apabila warganegara
berada di dalam wilayah negara lain yang kedudukannya Gecoordineerd, artinya
yang sama — sama berdaulat, karena bertentangan dengan kedaulatan negara ini,
apabila ada orang asing di dalam wilayahnya, tidak diadili menurut hukum negara

itu. Hanya jika orang itu ada dalam wilayah negara yang Gesubordineerd dengan

>Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rhineka
Cipta,Jakarta, 2008, him.42.
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negaranya sendiri, asas ini dapat digunakan; sebagai contoh yang dekat ialah
sewaktu pendudukan Jepang disini.®

Orang — orang jepang tidak tunduk kepada perundang — undangan hukum
pidana yang berlaku di Indonesia, tetapi kepada KUHP Jepang; dahulu orang —
orang inggris dan lain — lain yang ada di mesir (sewaktu masih di bawahlnggris)
atau di tiongkok sewaktu negeri ini masih dibawah pengaruh negara- negara barat;
mereka itu mempunyai hak eksteritorial, artinya mereka dipandang berada di
teritoir dimana mereka berdiam, sehingga tidak dapat dikenakan peraturan —
peraturan negara itu. Meskipun demikian, sekarang masih ada negara yang
maemakai asas personal ini, meskipun hanya secara formal belaka, yaitu Jerman,
pasal 3 strafgesetzbuch Jerman menentukan: hukum pidana jerman berlaku bagi
perbuatan tiap — tiap warga negara jerman (eines deutschen statsbelange-horigen)
baik dilakukan di dalam negara maupun di negara lain (“einerlei ob ersie im
inland order ausland begeht™).”

Sistem masyarakat menyepakati bahwa perbuatan — perbuatan yang
dilarang itu diperintahkan untuk ditinggalkan atau dilarang untuk dikerjakan,
karena mengerjakan perbuatan tersebut atau mengabaikannya dapat
membahayakan sistem masyarakat, aqidah, dan kehidupan individunya,
sebagaimana membahayakan pula terhadap harta, kehormatan, dan perasaan
mereka berbagai hal lainnya yang menyangkut kemaslahatan individu (

perseorangan ) dan masyarakat beserta tatanannya.

®Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rhineka
Cipta,Jakarta, 2008, him.38.

’ibid, him.39.
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Dalam kaitan ini, perbuatan — perbuatan yang menyentuh kemaslahatan
masyarakat dan sistemnya. Jadi, sebenarnya, pelarangan berbagai perbuatan dan
penetapan atas penjatuhan hukuman itu tidak lain adalah untuk menjaga
kemaslahatan masyarakat dan sistemnya. Perbuatan itu dilarang bukan karena
zatnya karena diantara perbuatan tersebut terkadang ada yang menguntungkan dan
bermanfaat yang keuntungannya kembali kepada si pelaku, seperti zina yang
manfaatnya kembali kepada si pezina, yakni berupa kenikmatan dan memuaskan

hawa nafsu.

1. Lingkungan Berlakunya Aturan — aturan Pidana Islam
Pada dasarnya syariat Islam bukan syariat regional atau kedaerahan
melainkan syariat yang bersifat universal dan internasional. Dalam hubungan
dengan lingkungan berlakunya peraturan pidana Islam, secara toritis para fugaha
membagi dunia ini kepada dua bagian:®
1. Negeri Islam
2. Negeri bukan Islam
Termasuk kelompok negeri Islam adalah negeri negeri dimana hukum
Islamnampak di dalamnya, karena penguasa nya adalah penguasa Islam. Juga
termasuk dalam kelompok ini, negeri dimana penduduknya yang beragama dapat
menjalankan hukum — hukum Islam.

penduduk negeri Islam dibagi menjadi dua bagian yaitu sbb:

8Sukron kamil,Syariah Islam dan Ham(Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan
Sipil,Hak — Hak Perempuan, dan Non- Muslim), hIm.92
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1. Penduduk muslim, yaitu penduduk yang memeluk dan percaya kepada
agama Islam.

2. Penduduk bukan muslim, yaitu mereka yang tinggal di negeri Islam tetapi
masih tetap dalam agama asal mereka. mereka ini terdiri dari dua bagian:

a. kafir zimmi, yaitu mereka yang tidak memeluk agama Islam dan
tinggal di negara Islam, tetapi mereka tunduk kepada hukum dan
peraturan Islam berdasarkan perjanjian yang berlaku;

b. kafir mu’ahad atau musta’man, yaitu mereka yang bukan penduduk
negeri Islam, tetapi tinggal di negeri Islam untuk sementara karena
suatu keperluan dan mereka tetap dalam agama asal asal mereka.
Mereka tunduk kepada hukum dan peraturan Islam berdaasarkan
perjanjian keamanan yang bersifat sementara.

Baik penduduk muslim maupun bukan muslim (zimmi dan
musta’'aman)dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh syariat Islam, karena
jaminan itu bisa diperoleh dengan dua cara, yaitu keimanan dan keamanan. Dalam
Islam, Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana Islam hanya berlaku di
wilayah di mana hukum Islam diberlakukan.

Menurut imam Abu Yusuf, hukum pidana Islam diterapakan atas jarimah —
jariamah yang terjadi di negeri Islam, baik dilakukan oleh penduduk muslim,
zimmi maupun musta’man. alasan yang dikemukakannya adalah bahwa terhadap
penduduk muslim diberlakukan hukum pidana Islam kerena ke-Islamannya, dan
terhadap penduduk kafir zimmi karena telah ada perjanjian untuk tunduk dan taat

kepada peraturan Islam. Sedangkan alasan berlakunya hukum Islam untuk



29

musta’man adalah bahwa janji keamanan yang memberi hak kepadanya untuk
tinggal sementara di negeri Islam, diperoleh berdasarkan kesanggupannya untuk
tunduk kepada hukum Islam selama ia tinggal di negeri Islam.

Berdasarkan kesanggupan tersebut maka kedudukan musta’man sama
dengan kafir zimmi. walaupun orang musta’man itu hanya tinggal sementara, ia
tetap dituntut dan dijatuhi hukuman apabila melakukan tindak pidana, baik yang
menyinggung hak perseorangan maupun hak masyarakat.’Untukjarimah yang
dilakukan di luar negeri Islam, imam Abu Yusuf sama pendapatnya dengan imam
Abu Hanifah, yakni tidak dikenakan hukuman walaupun penduduknya bukan
penduduk negeri Islam.Baik penduduk muslim maupun penduduk dzimmi dijamin
keselamatan jiwa dan hartanya (ma’shum ad —dami wal —mal), sebab jaminan
keselamatan bisa diperoleh dengan dua jalan yaitu keimanan dan keamanan.
Pengertian keimanan ialah mempercayai agama Islam, sedang pengertian
keamanan ialah suatu janji keselamatan yang diberikan kepada penduduk dzimmi
berdasarkan suatu perjanjian tertentu.

Pada dasarnya syariat Islam belaku atas jarimah — jarimah yang diperbuat
di dalam negeri Islam, tanpa memandang siapa pembuatnya, dan beerlaku pula
atas jarimah — jarimah yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk
negeri Islam.Akan tetapi tidak memungkinkan penerapan syariat Islam kecuali di
negeri — negeri Islam dan pada penduduknya, maka apa yang dapat dilaksanakan
ialah penerapan syariat Islam atas jarimah-jarimah yang terjadi di negeri-

negeribukan Islam oleh penduduk Islam, namun tidak baisa diterapkan karena

Sukron Kamil,ibidhlm.92
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keadaan tidak memungkinkan demikian.Hal ini sesuai dengan asas nasionalitas
dan territorialitas (kebangsaan dan wilayah) yang menjadi dasar berlakunya
hukum positif.

Cara berlakunya syariat Islam seperti yang tersebut diatas disepakati oleh
para fugaha. Akan tetapi untuk perinciannya lebih lanjut, terdapat perbedaan
pendapat, sehingga menimbulkan tiga teori:

Teori pertama

Dikemukakan oleh imam Abu Hanifah, dimana ia mengatakan bahwa
syariat Islam diterapkan atas jarimah-jarimah yang diperbuat di negeri Islam,
yakni di daerah territorial negeri Islam, bagaimanapun juga macamnya jarimah
dan siapapun pembuatnya, baik orang muslim maupun orang dzimmi bagi orang
muslim, dikenakan hukum yang berlaku terhadapnya (syariat Islam), sedang bagi
orang dzimmi, dikarenakan ia telah menyatakan tunduk kepada hukumlslam
waktu menerima perjanjian (status) sebagai orang dzimmi, juga berlaku
kepadanya.

Bagi orang musta’'min yaitu yang bertempat untuk sementara waktu di
negeri Islam, maka adakalanya jarimah yang diperbuatnya menyinggung hak
tuhan, yakni hak masyarakat, seperti zina, mencuri dan sebagainya atau
menyinggung hak perseorangan seperti jarimah qishas, gadzaf, penggelapan,

perampasan barang dan sebagainya.*

“Ibidhim.96.
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Teori kedua

Dikemukakan oleh imam Abu Yusuf, murid imam Abu Hanifah.la
mengatakan bahwa syariat Islam berlaku untuk setiap orang yang berada di negeri
Islam, baik penduduk (yang menetap) seperti orang — orang muslim dan dzimmi,
maupun bukan, yaitu yang bertempat untuk sementara waktu seperti orang-orang
musta 'min.

Alasan berlakunya syariat Islam atas orang-orang muslim dan dzimmi
sama dengan alasan imam abu hanifah. Tentang orang musta’min maka alasannya
lalah bahwa janji keamanan yang memberikan kepadanya hak bertempat tinggal
di negeri Islam untuk sementara waktu, diperolehnya berdasar kesanggupannya
untuk menjalankan (tunduk kepada syariat Islam selama ia tinggal di negeri
Islam).Dengan  permintaannya untuk memasuki negeri Islam  berarti
kesanggupannya itu timbul dari dalam dirinya. Karena pemberian hak bertempat
tinggal tersebut didasarkan atas syarat itu maka kedudukannya sama dengan orang
dzimmi. Perbedaan yang ada antara orang musta 'min orang dzimmi ialah bahwa
keamanan untuk orang musta’min bersifat sementara, sedang keamanan untuk
orang dzimmi untuk selama-lamanya.Oleh karena itu meskipun sementara, orang
tetap dituntut apabila memperbuat jarimah, baik yang menyinggung hak
masyarakat atau perseorangan.Jadi perbedaan antara imam Abu Yusuf dengan
imam Abu Hanifah terbatas pada penerapan syariat Islam untuk srang musta’min,

dimana menurut imam Abu Yusuf berlaku dalam semua keadaan, sedang menurut
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imam Abu Hanifah hanya berlaku untuk jarimah-jarimah yang menyinggung hak
perseorangan.™*

Pada dasarnya pendapat imam Abu Yusuf tentang jarimah yang diperbuat
di negeri bukan Islam, sama dengan pendapat imam Abu Hanifah, yaitu tidak
dituntut, meskipun pembuatnya adalah penduduk negeri Islam.

Teori ketiga

Dikemukakan oleh imam-imam Maliki, Syafi’l dan Ahmad, mereka
mengatakan bahwa syariat Islam diterapkan terhadap setiap jarimah yang
diperbuat di dalam daerah negeri Islam, baik oleh orang-orang muslim atau
dzimmi atau orang musta 'min, dan alasan mereka tidak berbeda dengan alasan-
alasan yang sebelumnya.*

Juga syariat Islam ditetapkan atas setiap jarimah yang diperbuat oleh orang
muslim atau dzimmi di negeri bukan Islam. terhadap orang musta’min yang
memperbuat jarimah di negeri bukan-Islam, tidak dikenakan hukuman oleh negeri
Islam, karena ia tidak diwajibkan tunduk kepada syariat Islam kecuali sejak ia
memasuki negeri itu.Alasan penerapan hukuman atas orang — orang muslim dan
dzimmi tersebut ialah bahwa antara jarimah yang diperbuat di dalam negeri Islam
dengan yang diperbuat di luar negeri Islam tidak ada perbedaan, selama Islam
melarang perbuatan itu. Kalau perbedaan negeri tidak mempengaruhi sifat
larangan terhadap perbuatan itu, maka demikian pula hukumnya juga tidak dapat

dipengaruhi.Juga untuk perbuatan — perbuatan yang tidak dilarang oleh negeri

“ibidhim.100.

“ibid,hIm.101
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bukan Islam dan diperbuat oleh orang muslim atau dzimmi negeri itu, tetap
dijatuhi hukuman, selama syariat Islam melarang perbuatan tersebut. Terhadap
perbuatan yang dilarang oleh bukan negeri Islam, tetapi tidak dilarang oleh syariat
Islam, maka tidak dikenakan hukuman.*®

Terhadap jarimah — jarimah yang diperbuat di luar negeri Islam, baik oleh
orang — orang muslim atau orang dzimmi, maka tidak dihukumi menurut syariat
Islam baik pembuatnya berasal negeri Islam yang pergi ke negeri bukan Islam,
kemudian kembali ke negeri Islam, ataupun pembuatnya itu penduduk negeri —
bukan Islam, yang kemudian pindah ke negeri Islam.Alasan imam Abu Hanifah
ialah bahwa dasar penerapan syariat Islam bukan ketundudukan mereka terhadap
hukum — hukumlslam dimana pun mereka berada, melainkan kewajiban imam
(penguasa Negara) untuk menerapkannya, sedang ia tidak mempunyai kekuasaan
untuk menerapkan hukum — hukumlislam di daerah dimana jarimah — jarimah itu
terjadi, dan oleh karena itu apabila tidak ada kekuasaan, maka tidak wajib ada
hukuman.Dengan perkataan lain, untuk mengadili sesuatu jarimah terlebih dahulu
ada kekuasaan atas tempat terjadinya sesuatu jarimah waktu terjadinya, sedang
negeri Islam tidak mempunyai kekuasaan atas tempat tersebut. Kelanjutannya
lalah kalau tempat dimana jarimah itu terjadi pada kemudiannya masuk dalam
kekuasaan negeri Islam, maka syariat Islam tidak boleh diterapkan atas jarimah
tersebut, sebab pada waktu terjadinya jarimah itu kekuasaan tersebut belum lagi

ada.

ibid, him 102
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Kepindahan tersebut dapat terjadi, apabila orang dzimmi atau orang
muslim yang memperbuat sesuatu jarimah di negeri Islam, kemudian pergi(lari)
ke negeri bukan Islam. Dalam hal ini kepindahan tersebut tidak menghapuskan
hukuman sebab jarimah tersebut sudah berhak sepenuhnya atas hukuman.
Demikian pula dengan orang musta’min yang telah memperbuat jarimah di negeri
Islam, kemudian kembali ke negerinya, maka kepulangan nya ke negeri bukan
Islam tidak menghapuskan tuntutan dan hukuman atas dirinya, manakala ia dapat
dikuasai oleh penguasa negeri Islam.

Apabila seorang muslim atau dzimmi merampas atau merugikan orang
muslim atau dzimmi merampas atau merugikan orang muslim atau dzimmi di
negeri bukan Islam, maka tidak dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut, tetapi
dapat dituntut untuk mengganti kerugian.

Alasan untuk tidak adanya hukuman ialah tidak adanya kekuasaan atas
tempat terjadinya jarimah waktu diperbuat, dan alasan untuk mengganti kerugian
lalah adanya kekuasaan atas orang-orang yang berperkara pada waktu
dilakukannya gugatan dan pemerikasaan.

Dapatlah disimpulkan dari pembicaraan diatas, bahwa jarimah — jarimah
yang diperbuat di negeri bukan Islam oleh penduduk negeri Islam (orang muslim
atau dzimmi), dengan merugikan orang bukan Islam(penduduk negeri bukan
Islam) tidak dapat dihukum, karena tidak adanya kekuasaan atas tempat terjadinya
jarimah itu. Pengadilan negeri Islam juga tidak nerhak memeriksa segi

keperdataan yang timbul dari jarimah — jarimah atau walinya. Demikian pula
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halnya apabila keadaan si korban seperti orang muslim yang tertawan atau orang
muslim yang pindah ke negeri Islam.**

Bagi orang dzimmi yang memperbuat jarimah di negeri-negeri bukan
Islam, sedang ia telah meninggalkan sama sekali negeri Islam dengan niat tidak
akan kembali, maka apabila dia masuk ke negeri Islam, tidak dikenakan hukuman
atas perbuatannya itu, sebab dengan keluarnya dari negeri Islam, ia sudah menjadi
orang harbi dan telah hilang pula status dirinya sebagai orang dzimmi, yang oleh
karenanya ia tidak lagi terikat dengan hukum-hukumislam. Kalau ia pulang ke
negeri Islam, maka kedudukannya adalah sebagai orang harbi musta’min, sebagai
orang dzimmi.

Bagi orang Islam yang berbalik agama (murtad) dan meninggalkan negeri
Islam, kemudian memperbuat jarimah di negri bukan Islam, dan sesudah itu ia
masuk lagi ke negeri Islam, maka ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimahnya,
meskipun ia menyatakan memeluk lagi agama Islam, sebab dengan murtadnya itu
ia telah menjadi orang harbi, yang berarti pada waktu itu mengerjakan jarimahnya
Ia tidak terikat dengan hukum Islam.

Menurut ketiga imam tersebut, pangkalan angkatan perang negeri Islam
(mu’askar Islami) dianggap sebagai bagian dari negeri Islam, dan bagi mereka
tidak menjadi persoalan apakah sesuatu jarimah diperbuat di dalam daerah
pangkalan atau di luarnya.

Dalam hukum pidana Indonesia lingkungan berlakunya hukum pidana ini

diatur dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP.Pasal 2 KUHP antara lain berbunyi:

“ibid, him.98
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ketentuan pidana dalam perundang-undangan RI berlaku bagi setiap orang yang
dalam daerah RI melakukan sesuatu tindak pidana.

Menurut pasal ini, setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam
wilayah RI, baik ia penduduk Indonesia maupun orang asing harus dikenakan
hukuman.**Dalam prinsip territorialitas dimaksudkan hukum pidana Indonesia
berlaku di dalam wilayah RI, siapapun yang melakukan tindak pidana. Bahkan
siapa saja yang melakukan tindak pidana di dalam atau di atas suatu kapal di
Indonesia, meskipun berada dalam wilayah laut negara lain, dapat dituntut oleh
jaksa dan dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Tetapi orang itu juga dapat
dihukum pengadilan negara tersebut. kalau ini terjadi maka ia tidak akan dihukum

lagi di Indonesia.

15 Ahmad Wardi Muslich,Pengantar Dan Asas Hpi,Figh Jinayah, Sinar Grafika, HIm.55

'® Topo Santoso, Menggagas Hukum Pidana Islam, Asy-syaamil press & grafika, him. 13
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JARIMAH KHALWAT DALAM TERRITORIAL ACEH

Teori Hukumlslam mengenai Hukuman terhadap pelaku tindak pidana
Ta zir sejalan dengan sistem Hukum pidana Prancis, di mana pelaku langsung
maupun pelaku tidak langsung di jatuhi hukuman yang sama.'Dan asas
territorialnya diatur dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa aturan pidana
dalam perundang — undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang
melakukan perbuatan pidana di Indonesia.’Dan telah diperkuat oleh Pasal 126

dan Pasal 129 undang — undang pemerintahan Aceh( UUPA).

A. Dalam KUHP

Pada Lembaran isi dari butir KUHP yaitu pasal 532 — 536 memuat pasal
yang menyatakan bahwa pelanggaran asusila dilakukan di tempat umum dan baru
bisa diterapkan hukuman atasnya apabila telah menimbulkan akibat dengan
membuat orang lain ikut menyaksikan dan resah akibat ulahnya(pelaku). Teori
pemidanaan yang lazim dikenal di dalam sistemHukum eropa continental, yaitu ,
teori Inkapasitasi, teori penangkalan, dan teori rehabilitas, teori Absolut, teori

Relative, dan teori gabungan. Anglo Saxon, yaitu teori Retribusi.?

'Sakho  Ahsin M, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam(PT.  Kharisma
llmu,Jakarta,2007),hIim.49

2 Mahrus Ali,Dasar — dasarHukum pidana,him.85

® Salman Luthan, Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di Bidang Keuangan,
Disertasi ,(Pogram Doctor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007).hIm. 187
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Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk Belanda ini
telah mengatur permasalahan kesusilaan. Dalam KUHP,Hal — hal “kecil” yang
merupakan perbuatan asusila bahkanmendapat hukuman pidana. Dalam KUHP
perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di
muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi menjadi obyek
hukum.Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaanini mengarah pada
upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh
tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.

Delik pelanggaran asusila adalah perbuatan yang melanggar nilai
kesopanan dan harkat martabat umat manusia berhubungan dengan masalah
kesusilaan .Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling
sulit dirumuskan.Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang penting dan
relative dan bersifat subjektif.Namun demikian perbedaan pendapat mengenai
kesusilaan secara individual apabila dibandingkan dengan bangsa dan suku
bangsa. Misalnya laki — laki dan perempuan berciuman dan bermesraan di muka
umum adalah hal yang biasa di Negara amerika serikat dan Negara non Islam
lainbersifat universalnya tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di
Negaralndonesia.*

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang
bersifat universal.Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas — batas

Negara, tetapi ke seluruh Negara yang yang berada. Menurut Oemar Sana Adji,

* Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana tertentu di Indonesia, Eresco, hal 110
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delik asusila menjadi ketentuan universal apabila: Delik tersebut dilakukan di
muka umum.

Jadi kesusilaan disini diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan
dengn nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar
kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual. Hal ini tidak
pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa
KriteriumEer Boarheid (kesusilaaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukan
mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat
menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.”

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada
untuk menjaga agar ketentuan — ketentuan hukum seperti terdapat dalam hukum
perdata dagang, terhadap pelanggaran hukum atasNegara ditaati perlu ada sanksi
tersebut.’

Terhadap kejahatan kesusilaan yang berlaku di Indonesia sebagaimana
yang diatur dalam KUHP, mungkinkah sampai seberat dan sebijak hukum pidana
Islam. Hal ini dapat dilihat,seperti yang disebutkan dalam KUHP tentang
pelanggaran dan kejahatan terhadap kesusilaan pasal 532 sampai 536 dan pasal
281.

Pasal 532.:
Dengan hukuman kurungan selama — lamanya tiga hari atau denda sebanyak —
banyaknya Rp. 225,-, dihukum:
1. barangsiapa di muka umum menyajikan lagu — lagu yang melanggar
perasaan kesopanan;

® Wirjono Prodjodikoro, ibid hal 113

® Erdianto Effendi, Hukum pidana Indonesia,hlm. 67
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2. barangsiapa di muka umum berpidato yang melanggar perasaan
kesopanan;

3. barangsiapa di tempat yang dapat Dlihat dari jalan umum,mengadakan
tulisan tentang yang melanggar perasaan kesopanan (kesusilaan)”,

Lihat catatan pada pasal 282:Supaya dapat dihukum, perbuatan itu harus
dilakukan di tempat umum, tempat yang dapat dihatdari khalayak ramai,
sedangkan mengenai gambar harus ditempel di tempat yang kelihatan dari jalan
umum.

Pasal 536.:

(1) Barangsiapa yang nyata mabuk ada dijalan umum, dihukum denda
sebanyak — banyaknya Rp 225, -

(2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak
ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran
serupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 492, maka
hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama —
lamanya tiga hari.

(3) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk kedua kalinya dalam 1 tahun
sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan
pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama — lamanya
dua minggu.

(4) Kalau pelanggaran itu diulangi untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di
dalam 1 tahun setelah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali
lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka
dijatuhkan hukuman kurungan selama — lamanya tiga bulan. (K.U.H.P).’

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau
pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ
bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan®

R Soesilo, KUHP, 1995,him. 341-343

8ibid,hlm.204
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Dalam pasal tersebut, terlihat adanya ancaman dan nilai berupa pendidikan
seperti tersirat dalam hukum pidana Islam, baik bagi bersangkutan maupun
masyarakat. Bentuk dan besaran ancaman hukuman menurut Qanun Nomor 6
tahun 2014 dan KUHP Indonesia sangatlah berbeda dari segi nilai dan
keadilannya dan pada dalam penerapannya.

Semua negara telah memberlakukan hukumnya untuk negaranya masing —
masing,apabila orang asing yang datang ke daerah atau negara yang menjadi
tujuannya maka orang asing harus tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di
negara bersangkutan dan akan dihukum jika melakukan perbuatan yang dianggap
sebagai perbuatan yang melawan hukum yang telah ditetapkan oleh negara
bersangkutan apapun bentuk hukuman harus diterima oleh orang asing(pelaku).
Maka dari itu sebelum memasuki daerah atau Negara orang lain haruslah terlebih
dahulu  mengetahuiseluk  beluk  hukum  (hukum-hukum/batasan  yang
diberlakukan) di Negara yang ingin dituju tersebut.Dari gambaran yang telah
diterangkan dan tersebut di atas apakah di Acehjuga berlaku sebagaimana hal
yang sama antara subjek hukum dan objek hukum beserta personal atau
teritorialnya akan menjadi cakupan dari kewenangan hukum di Acehpada dewasa
ini.

Di Acehpada dewasa ini terdapat 2 lingkungan peradilan yang mengadili
perkara hukum publik terutama Pidana yaitu pengadilan negeridan pengadilan
agama atau mahkamah syariah. Di Acehdikenal dengan nama Mahkamah Syariah,

Mahkamah Syariah telah diperluas wewenangnya untuk mengadili perkara
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jinayah yang sebelumnya hanya mengadili perkara perdata (hukum privat).’Di
dalam KUHP redaksinya hanya pada sebatas melakukannya di depan umum yang
dilarang sedangkan di tempat tertutup atau sunyi dan tidak sampai diketahui oleh
orang banyak/ publik dibolehkan atau tidak dihukum. Tujuannya hanya agar orang
lain tidak terganggu dengan perbuatan mereka di depan umum (etika dan moral di

depan umum/orang lain).

B. Dalam Qanun Jinayah

Pada Qanun sebelumnya yaitu Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang khalwat
(mesum),jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya,bukan suatu hal
yang baru dan asing. Dalam Qanun Khalwat didefinisikan sebagai perbuatan
bersunyi—sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang
bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum
(terbuka) maupun di tempat tertutup.Artinya,orientasi hukum pengaturan khalwat
adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi
agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina
yang dilarang oleh agama mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian
hari.Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari
berbagai  bentuk  kegiatan dan atau perbuatan yang  merusak
kehormatan.Sebagaimana dikemukakan pada Qanun Khalwat,tujuan larangan
Khalwat salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari

melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.

’Al YasaAbu Bakar,Hukum Pidana Islam di Aceh, (Banda Aceh, Dinas syariat Islam, 2011)him.44
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Qanun Jinayah Khalwat yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun
2014 Pada pasal 5 Qanun Jinayah ini berlaku untuk:

a. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh:

b. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh
bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri
secara sukarela pada Hukum Jinayat;

c. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di
Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun
ini; dan

d. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh™

i)alam pasal ganun ini disebutkan bahwa “Ruang lingkup larangan
khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada
perbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan mukallaf yang menjurus
kepada perbuatan zina seumpama berdua — duaan di tempat sunyi antara laki —
laki dan perempuan berlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini seperti

firman Allah swt dalam surat al — Isra’ ayat 32:

P
//o }/’a:"/w‘}{ - /://. :/-//// -
Artinya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

Dan Juga berdasarkan sabda nabi saw:

Xy e s 14 <
e laasd] sl Jas 538 Y

Artinya:

%Qanun Jinayah Aceh Nomor 7 Tahun 2013
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“Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat(menyendiri) dengan seorang wanita

kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut” (HR. Bukhari & Muslim).

Sesuai ayat dan hadist di atas, yang dilarang secara langsung adalah
mendekati zina. perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu sendiri, karena itu
khalwat adalah akar atau jalan ke arah perzinaan. Logikanya, jika mendekati zina
saja dilarang, maka melakukan zinanya pasti lebih terlarang lagi yang berarti dan
berkesan semuanya untuk kebaikan umat manusia sehingga sejalan dengan tujuan
daripada Al - Maqashid syar’iyyah dalam Al Kulliyat Al- Khamsa. Jadi khalwat
termasuk salah satu perbuatan keji dan mungkar yang dilarang dalam syariat Islam
serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh.
Islam secara tegas mengingatkan bahwa hubungan dan pergaulan antara laki — laki
dan perempuan harus dibatasi. langkah seperti apa yang bisa diambil oleh
penguasa dalam menertibkan dan menjaga evektifitas dari pemberlakuan ganun
jinayah yang khususnya mengenai khalwat.™

Praktek syariat Islam di Aceh adalah bagian dari sistem Hukum nasional
oleh karena itu agar pelaksanaan syariat terutama dalam perkara jinayat dapat
berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat, selain
harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Maka juga
dalam prakteknya didukung 4 pilar utama dalam penegakan Hukum yaitu
(a).adanya peraturan perundang — undangan yang jelas; (b). adanya lembaga
penegakan Hukum; (c). adanya aparatur penegakan Hukum; (d). kesadaranHukum
masyarakat. Sejumlah ganun diundangkan di Aceh, dari semua ganun yang masih

YAl YasaAbubakar,Marah Halim,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007).him. 85
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berlaku sekarang terkait dengan Hukum jinayat dan akan diselesaikan oleh
mahkamah syariah adalah terutama jarimah baru yang diatur dalam ganun ini
selain memperbaharui dan mengkompilasi ganun sebelumnya jarimah khalwat.
Qanun nomr 14 tahun 2003 tentang jarimah khalwat telah dikompilasi dan
disatukan menjadi ganun jinayah Acehnomor 6 tahun 2014 tentangHukum
materiil jinayat yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 oktober 2015. Ada
beberapa jarimah baru yang diatur dalam ganun ini selain memperbaharui jarimah
Khalwat.

Sejarah Hukum yang pernah terjadi di Indonesia dalam kaitannya dengan
subjek Hukum melekat dengan status kaula Negara.Kaula Negara nusantara
hindia belanda dibagi menjadi tiga bagian dan masing — masingnya berlaku
hukumnya sendiri. (a) golongan eropa berlaku Hukum eropa, (b) golongan timur
asing berlakunya Hukum adat mereka masing — masing dengan beberapa
pengecualian, (c¢) golongan bumi putra berlaku Hukum adat. Dua golongan
terakhir ini diberi kesempatan untuk menundukkan diri kepada Hukum
eropa.Penundukkan diri dalam Hukum antar gologan dibagi menjadi dua.
Penundukkan diri secara terang — terangan dan penundukkan diri secara diam —
diam. Pemerintah hindia belanda menciptakan situasi dan pemahaman bahwa
Hukum eropa itu lebih baik, lebih hebat, sehingga kaula Negara kelas rendah
perlu menyatakan dengan tegas dalam pernyataan dengan menundukkan diri.

Penundukan diri secara diam — diam diantaranya dengan melakukan
sesuatu perbuatan yang dikenal dalam sistem Hukum eropa. Subjek Hukum

golongan bumi putra atau timur asing yang melakukan perbuatan Hukum tertentu
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sebagaimana diatur dalam hukum eropa dianggap telah menundukkan diri kepada
Hukumeropa  tersebut. Dan ini hanya berlaku dalam bidang Hukum
perdata.Hukum pidana/jinayat tidak ada pilihan.Hukum jinayat tidak mungkin
terjadi pilihan karena dalam teori jinayat, pelanggaran itu atas dasar perbuatan itu
memang dipandang tidak baik, bertentangan dengan ajran agama — agama, moral,
dan etika. Dengan demikian tidak mungkin ada pilihan.Kitab undang — undang
Hukum pidana(KUHP) berlaku umum kepada siapa saja yang berada di wilayah
Indonesia.*?

Orang bukan Islam di Aceh telah acap kali melahirkan keraguan serta
keresahan mereka terhadap caraganun jinayat akan dikenakan terhadap mereka.
Dalam seminar yang diselenggarakan untuk menemukan kalimat — kalimat yang
tepat tentang pengaturan non muslim di Aceh yang dijalankan sebelum penerbitan
pengundangan Hukum jinayat, yang telah dihadiri oleh penulis sendiri, seorang
warga bukan Islam telah menyatakan bahwa ‘orang bukan Islam di Aceh takut
terhadap pelaksanaan syariah dan menambah “ jika pehaman Islam yang tidak
berprinsip dan tidak berpikiran luas digunakan untuk menghalalkan sikap dan
layanan terhadap orang bukan Islam yang langsung tidak berdasarkan idealismeal
— quran, kami berhak memikirkan betapa buruknya keadaan ini apabila Hukum
jinayat (ataupun sebenarnya suatu pemahaman singkat mengenai syariah)
diberlakukan di daerah ini. Walaupun setentang ini menampilkan sikap yang agak
bertolak unsur terhadap isu — isu agama dan warga bukan Islam, warga bukan

Islam telah menyoal “siapa yang akan menjalankan syariah, dalam semangat apa,

127ada, Khamami, “pemberlakuan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan kelantan,”
Disertasi, him.6
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dan berdasarkan pemahaman atas al — quran mengenai keadilan dan kesamaan,
dan sikap yang terbuka kepada semua kebudayaan, dengan semangat merangkumi
serta majmuk’. Namun, pada masa yang sama, mereka juga memberi yang sempit
dan hanya dari sudut Hukum yang akan membawa keburukan.™

Ketua Badan Legislatif DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan
penerapan Syariah Islam kepada warga non-Muslim dimaksudkan sebagai
perlakuan yang sama bagi semua penduduk yang tinggal di provinsi tersebut.
"Tercipta ketidakadilan hukum di dalam masyarakat kalau orang yang Muslim
dihukum jika melakukan pelanggaran hukum sementara yang non-Muslim lepas,
kan tidak ada keadilan hukum dalam situasi seperti itu," jelasnya kepada
wartawan BBC Siaran Indonesia, Liston Siregar. Dalam situasi sebuah
pelanggaran hukum diatur oleh KUHP, maka warga non-Muslim boleh memilih
untuk diberi sanksi berdasarkan KUHP atau Syariah Islam.**

Pemberlakuan Hukum jinayat di Aceh hanya dibatasi kepada orang Islam
saja, bukan berarti non muslim dapat melangkahinya dengan semena — mena.
Ketika non muslimmemfasilitasi atau membantu atau bersekongkol atau
berkomplot dalam jarimah khalwat, tentu akan dipersalahkan. Hal lain juga harus
diperhitungkan bahwa pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang tidak diatur
dalam KUHP atau Hukum pidana di luar KUHP. Pelanggaran seperti itu hanya
dikenal dalam ganun jinayat di Aceh.dengan demikian tidak mungkin pelanggar
dapat membebaskan dirinya dari perbuatan Hukum tersebut. Jinayat adalah

A Hamid Sarong ,Kedudukan Non Muslim dalam Sistem Hukum Jinayat di Aceh, (Jurnal
Paska Sarjana UIN Ar — Raniry Banda Aceh,2016) him. 6

14 \Wawancara Wartawan BBCIndonesia
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Hukum publik, unsur Hukum publik adalah Hukum yang berdimensi; (1)
kepentingan umum; (2) keamanan Negara; dan (3) ketentraman masyarakat.
Dilihat dari sudut ini tidak terkait persoalan agama, Ketika seseorang melakukan
perbuatan yang dapat mengganggu unsur Hukumpublic, maka pelakunya harus
dihukum, apakah pelakunya beragama Islam atau bukan.*®

Wilayah administratif Indonesia yang sangat luas dengan beragam budaya,
bahasa dan agama merupakan kondisi yang memungkinkan implimentasi asas
tadarruj dalam proses legislasi HukumIslam khususnya dengan kesiapan masing —
masing wilayah administrasi dalam melaksanakan produk
LegislativeHukumlslam. Dalam konteks ini, pemberlakuan undang — undang
otonomi daerah memberikan landasan Yuridis bagi lahirnya peraturan daerah yang
sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh.Aspirasi masyarakat terkait peraturan
daerah tersebut tentu saja harus tetap berada dalam koridor sistem Hukum
nasional.*®

Adapun larangan khalwat di Aceh diatur dalam ganun no 14 tahun 2003
tentang larangan tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang
berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan'’ .
larangan ini bertujuan untuk: (1)menegakkan syariat Islam dan adat istiadat yang

berlaku dalam masyarakat di provinsi nanggroe Aceh Darussalam; (2) melindungi

A Hamid Sarong ,ibid, him.5

18 Jazuni, Legislasi, ibid, hlm. 418

7 pasal 1 ayat 16 draft ganun jinayah Aceh 2009
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masyarakat dan berbagai bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang merusak
kehormatan; (3) mencegah anggota masyarakat sedini mungkin dari melakukan
perbuatan yang mengarah kepada zina; (4) meningkatkan peran serta masyarakat
dalam mencegah danmemberantas terjadinya perbuatan khalwat/mesum; dan (5)

menutup peluang terjadinya kerusakan moral.'®

yang diancam dengan hukuman
cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali dan denda paling banyak
100(seratusgram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.'®
Perbuatan jarimah di atas terhadap anak yang berumur diatas 12 (dua belas) tahun,
diancam dengan hukuman cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali dan denda
paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua
puluh) bulan.?®

UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh kemudian
memperjelas pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Yakni, syariat Islamlslam yang
dilaksanakan di Aceh meliputi agidah, syariah dan akhlak dalam hal ibadah,
ahwal syaksiyyah (Hukum keluarga),muamalah (hukum perdata), jinayah(hukum

pidana),qada’(peradilan), tarbiyyah(pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan

Islam.?* pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat

18 pasal 3 ganun no 14 tahun 2003 tentang larangan khalwat
19 pasal 20 draft ganun jinayah Aceh 2009
20 pasal 22 draft ganun jinayah Aceh 2009

“'pasal 125 UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh.
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Islam, sedangkan bagi orang bukan beragama Islam yang bertempat tinggal atau
berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syariat Islam.?

Inilah yang terjadi di Aceh, pemberlakuan Hukum jinayah di Aceh pada
level perundang—-undangan sesungguhnya tidak mengalami masalah yang
signifikan. Pasal 18 B UUD NKRI Tahun 1945 memberikan peluang terhadap
muncul kemungkinan pluralismeHukum di Indonesia.Dan ditambah pasal 29 ayat
(1) dan ayat (2).Pasal 18 B ayat (1) menyatakan: “Negara mengakui dan
menghormati satuan — satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau
istimewa yang diatur dengan undang — undang”. Terlebih lagi setelah dikeluarkan
perundang — undangan yang terkait dengan Aceh, yaitu UU Nomor 44 Tahun
1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh, UU Nomor 18 tahun 2001
tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi nanggroe
Aceh dasussalam, dan UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Pemberlakuan syariat Islam di Aceh sesuai dengan asas yang dikenal dalam ilmu
perundang — undangan sebagai asas “lex spesialis derogate legi generalis,” yang
artinya Hukum khusus bisa mengeyampingkan ketentuan Hukum yang umum.?

Kewenangan mahkamah syariah secara lebih jelas kemudian dijabarkan
dalam ganun nomor 10 tahun 2002 tentang peradilan syariat. Dalam ganun ini,
mahkamah syar’iyyah bertugas dan berwenang memeriksa dan, memutus dan

menyelesaikan perkara — perkara pada tingkat pertama,dalam bidang: ahwal al —

22 pasal 126 UU nomor 11 tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh.(UUPA)

287ada, Khamami, “Pemberlakuan Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan kelantan,”
Disertasi, SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014(Disertasi).
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syakhsiyyah, mu’amalah, dan jinayah.?* Hukum materiil dan formil yang akan
digunakan dalam menyelesaikan perkara ahwal al — syakhsiyyah, mu’malah, dan
jinayah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan syariat Islam.?® Qanun ini
memberikan ketentuan uqubah (sanksi Hukum) kepada Siapa yang telah
melanggar ketentuan diatas.

Mahkamah syariah merupakan peradilan Islam di provinsi nanggroe Aceh
darussalam sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh
mahkamah syariah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Wilayatul hisbah
adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan
advokasi dan mengawasi pelaksanaan amar makruf nahi mungkar dan dapat
berfungsi sebagai polisi khusus dan ppns. %

Penegakan Hukumjinayah di Aceh dilakukan oleh beberapa elemen yang
sering dilakukan secara bersama, vyaitu dinas syariat Islam, satpol PP,
Walikota/bupati, dan masyarakat. Masyarakat mulai bertindak sendiri dengan
merazia para pelaku khalwat di pantai — pantai. Kesadaran masyarakat untuk
memberantas kemaksiatan dilakukan meskipun wilayatul hisbah telah melakukan
penegakkan Hukum jinayah(ganun). Ini pula yang terjadi Aceh ketika wali kota
langsa, usman Abdullah bersama kepala dinas syariat Islam, lbrahim latif
memimpin razia penegakkan syariat Islam menyangkut ganun 11 tahun 2002

tentang tata cara berpakaian dan ganun no 14 tahun 2003 tentang khlawat. Dalam

*pasal 49 ganun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat.
*pasal 53 dan 54 ganun nomor 10 tahun 2002 tentang Peradilan Syariat.

%pasal 1 ayat 8 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2004
Tentang Tugas Fuungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam.
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razia tersebut, terjaring 50 wanita yang berpakaian tidak sesuai ganun dan 5
pasangan remaja dan pemuda yang dinilai melanggar ganun khalwat.

Hasil razia yang telah dilakukan oleh wilayatul hisbah bersama elemen
lainnya ada yang dilakukan pembinaan danada yang dibawa ke mahkamah
syariah. Pembinaan dilakukan biasanya terhadap para pelaku yang tertangkap
dalam busana muslim. Pembinaan dilakukan oleh MPU(Majelis Permusyawaratan
Ulama), kemudian dihubungi keluarganya untuk membawa jilbab, setelah itu
dilepaskan. Dalam praktiknya, pelaku sering sudah menyiapkan jilbab sehingga
ketika dirazia, dia sudah siap mengambil jilbabnya.

Dalam kaitannya dengan pemberlakuan Hukum jinayah, non muslim di
Aceh menduduki posisi yang dilematis.”” Jika mereka menolak syariat Islam,
mereka adalah kelompok minoritas yang tidak memiliki kekuatan politik yang
kuat. Jika mereka menerima, mereka khawatir diperlakukan tidak adil oleh
penguasa muslim, diusir dari tanah Aceh, wajib berjilbab, akan dipotong tangan
jika mencuri, dipaksa masuk Islam, dan sebagainya yang memberlakukan syariat
Islam. Posisi dilematis ini biasanya muncul dalam setiap pemberlakuan syariat
Islam di wilayah Aceh.Dalam komunitas etnis cina di Aceh yang pada umumnya
beragama budha, Kristen, dan konghuchu, ada yang menginginkan penerapan
syariat Islamkepada dirinya. Sebagai contoh, seorang warga cina, Lusiana Liu
alias Young Ma (47 tahun) beragama Budha di kelurahan Keramat Dalam, Sigli,

Pidie terbukti bersalah secara Hukum karena menjual minuman keras.

2" Alyasa’ Abubakar, Marah Halim,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), him. 56
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Respon dari kalangan non muslim di Aceh yang menerima pemberlakuan
Qanun Jinayah sesungguhnya dapat dilacak dari dua faktor, yaitu substansi
Hukum jinayah yang diberlakukan dan posisi mereka sebagai minoritas di tengah
mayoritas muslim yang menguasai aspek sejarah, sosial, dan politik di
Aceh.Adapun pengacau masyarakat yang berusaha memerangi agama Allah dan
rasul, lebih tepat disebut pengacau pemerintah yang sah, mereka itu halal
darahnya, boleh dibunuh atau disalib maupun dibuang keluar negeri, menurut
pendapat hakim negeri. Sesuai dengan firman Allah yang maksudnya:
“sesungguhnya pembalasan atas atas orang — orang yang memerangi Allah dan
rasul dan berusaha merusak di muka bumi, supaya dihukum bunuh, atau
dipakukan pada pohon kayu (disalib) atau dipotong kaki tangannya daengan
bertimpal (kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki Kiri dengan tangan kanan) atau
di buang keluar negeri.”®

Hukum Islam telah mengatur etika dalam pergaulan muda — mudi dengan
baik.Cinta dan kasih sayang laki — laki dan perempuan adalah fitrah manusia yang
merupakan karunia Allah.Untuk mengahalalkan hubungan antara laki dan
perempuan, Islam menyediakan lembaga pernikahan.Tujuan utama agar hubungan
laki — laki dan perempuan diikat dengan tali perkawinan adalah untuk menjaga
dan memurnikan garis ketururunan (nasab) dari anak yang lahir dari hubungan

suami istri. Kejelasan ini penting untuk melindungi masa depan anak yang

H.M.K. Bakry, Kitab Djinajaat, Ab.,Sitti-Sjamsijah,Solo,1958 hal......17



54

dilahirkan tersebut.®Larangan khalwat bertujuan untuk mencegah diri dari
perbuatan zina. Larangan ini berbeda dengan beberapa jarimah lain yang langsung
kepada zat perbuatan itu sendiri, seperti larangan mencuri, minum khamar, dan
maisir. Larangan zina justru dimulai dari tindakan yang mengarah kepada
zina.Hal ini mengindikasikan betapa Islam sangat memperhatikan kemurnian
nasab seorang anak manusia.*

Khalwat dilarang Islam karena perbuatan ini bisa menjerumuskan orang
kepada zina, yakni hubungan intim di luar perkawinan yang sah. Larangan zina
terdapat dalam surat al—isra’ ayat 32: dan janganlah kamu mendekati zina, karena
zina itu perbuatan yang keji dan seburuk — buruk cara. Ayat ini juga yang menjadi
dasar penetapan Hukum ta’zir bagi pelaku khalwat.

Beberapa hadits nabi telah menunjukkan batas — batas pergaulan antara laki — laki
dan perempuan yang bukan muhrimnya, seperti:

1. Nabi melarang seorang perempuan berhubungan dengan laki — laki yang
bukan muhrimnya tanpa ditemani oleh si muhrim si wanita.

2. Nabi melarang khalwat dengan wanita yang sudah dipinang, meski Islam
membolehkan laki —laki memandang perempuan yang dipinangnya untuk
meyakinkan dan memantapkan hatinya.

3. Nabi melarang seorang laki — laki masuk ke rumah wanita yang tidak

bersama muhrimnya atau orang lainnya.

2 Alyasa’ Abubakar, Marah Halim,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), him.80-85.

¥ Chairul Fahmi, Problematika Qanun Khalwat, AJCR, him. 35
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4. Nabi melarang wanita berpergian tanpa ditemani muhrimnya.®*

Qanun khalwat sebagai jarimah ta’zirmerupakan tindak pidana ta’zir
dimana besar kecilnya ketentuan hukuman tidak terdapat jumlah pasti dalam nash.
Dengan kata lain, fa’zir bisa disebut sebagai hukuman terhadap perbuatan
masksiat atau kesalahan — kesalahan (tidak termasuk had dan kaffarah) yang tidak
ditentukan kadar hukumannya, akan tetapi diserahkan kepada hakim atau
pemerintah. Berdasarkan ketentuan ini, jelaslah 7a zir tidak mempunyai ketentuan
khusus, baik jenisnya maupun berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada
pelaku maksiat, karena ra’zir juga hukuman yang bersifat mencegah dan
mendidik.*

Walaupun ganun khalwat sudah diberlakukan, penyelesaian kasus khalwat
dalam masyarakat mempunyai keragaman.Keragaman ini bisa disebabkan oleh
penafsiran yang beragam terhadap partisipasi masyarakat dalam ganun
khalwat. Terhadap peran serta masyarakat dalam ganun khalwat disebutkan atas
bahwa:

Pasal 23

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat, diancam
dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda
paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10
(sepuluh) bulan.

2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan
fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat, diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima belas) kali dan/atau denda paling
banyak 150 (seratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling
lama 15 (lima belas) bulan.

31Alyasa’ Abubakar, Marah Halim, Ibid., him.81

32Chairul Fahmi, Ibid., hIm.39



56

Penafsiran terhadap pasal tersebut melahirkan beberapa proses
penyelesaian kasus khalwat dalam masyarakat, seperti dicambuk setelah
menjalani proses persidangan, diberi pembinaan dan dilepaskan, dinikahkan
secara paksa oleh masyarakat, dimandikan warga,diarak keliling desa,dan lain —
lain. Penyelesaian kasus khalwat tidak boleh sepihak atau msyarakat main hakim
sendiri.Karena semuanya telah ada prosedur menuju penghukuman terhadap si
pelaku sendiri.®®

Fenomena kasus khalwat, zina (mesum), dan pemerkosaan sudah menjadi
berita headline di dalam berbagai media cetak setiap harinya di Aceh.Menariknya,
pelanggaran syariat ini justru terjadi di negeri yang berlabel “syariat”.Padahal,
ganun tentang larangan khalwat telah disahkan sejak tahun 2003.Namun hampir
setiap hari kedapatan sepasang insan yang bukan suami — istri sedang bermesraan
dan indehoi di dalam sebuah rumah kost, gubuk, salon, semak — semak,tepi
pantai, di warung kopi madani, dan sebagainya.

Menurut ketentuan pokok dalam syariat Islam yang berkaitan dengan
jarimah hudud dan gishas, hukuman — hukuman yang telah ditetapkan dalam
jarimah hudud untuk jarimah yang telah selesai, tidak boleh diberlakukan
untukjarimah yang belum selesai (percobaan).>* Ketentuan ini berdasarkan hadist
yang diriwayatkan oleh imam al Baihaqi dari nu’man ibn Basyir bahwa

Rasulullah saw. bersabda:

33 Chairul Fahmi, ,1bid., him. 47

¥ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas HPI, Figh Jinayah, hal.67
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Barang siapa yang mencapai(melaksanakan)hukuman had bukan dalam
jarimah hudud maka ia termasuk orang yang melampaui batas.*®

Percobaan melakukan zina tidak boleh dihukum dengan had zina, yaitu
jilid seratus kali atau rajam.Dengan demikian hukuman untuk jarimah percobaan
adalah hukuman fa ’zir itu sendiri.

Dalam hukum Pidana Indonesia,hukuman untuk percobaan ini tercantum
dalam pasal 53 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

1. maksimum pidana pokok yang diancam atas kejahatan itu dikurangi
sepertiganya.

2. jika kejahatan itu dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur
hidup maka dijatuhkan pidana penjara selama — lamanya lima belas
tahun.*

Sebelumnya larangan khalwat dalam ganun khalwat (mesum), diatur
dalam ganun no 14 tahun 2003 pada pasal 4: Khalwat/mesum hukumnya haram.
Dan Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum.

Sedangkan ancaman bagi si pelaku khalwat ditentukan daiatur pada:

Pasal 22:
(1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diamaksud dalam
pasal 4, diancam dengan ‘uqubah ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9

(Sembilan) kali, paling rendah 3(kali) dan/ atau denda paling banyak Rp.

% Jalaluddin As-Sayuthi,Al Jami Ash Shagir,juz II ,dar Al Fikr, t.t..him. 168

*Boediono M, Wantjik Saleh K,him. 25
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10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta

lima ratus ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 diancam dengan ‘ugubat ta’zir berupa kurungan paling lama
6(enam) bulan, paling singkat 2(dua) bulan dan/atau denda paling banyak
Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah, paling sedikit Rp. 5.000.000,-
(lima juta rupiah).

(3) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6
adalah jarimah ta’zir.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat bahwa orang yang melakukan
khalwat(perbuatan mesum) apabila terbukti, dapat dijatuhi hukuman cambuk
paling banyak Sembilan kali dan paling rendah 3 kali. Hukuman ini dapat
ditambah atau ditukar dengan hukuman lain yaitu denda paling banyak sepuluh
juta rupiah, paling sedikit dua juta lima ratus ribu rupiah. Sedangkan orang yang
memberikan fasilitas membantu atau melindungi orang lain yang melakukan
perbuatan mesum sekiranya terbukti dapat dijatuhi hukuman sesuai pasal 22 pada
ayat (2) yang tersebut diatas.*’

Unsur — unsur khusus dalam pidana khusus yang terdapat pada jarimah
khalwat,yaitu:

1. Perbuatan bersunyi — sunyi;
2. Dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim;
3. Adai’tikad yang jahat

3"Chairul fahmi, ibid.hIm.38.
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Penekanan kepada sifat bersunyi — sunyi antara laki — laki dan perempuan
yang bukan muhrim juga lebih fleksibel dalam penerapannya. Dengan sifat
tersebut, maka semua praktik yang dianggap khalwat akan dapat dijerat sekalipun
di tempat — tempat umum seperti hotel, losmen, kafe- kafe, dan sebagainya.*®

Qanun jinayah:

1. Cambuk 10 x
2. Penjara 10 bulan
3. Denda emas murni 100 gram

Selain hukum cambuk, pada ganun itu juga terdapat hukuman denda
dengan emas murni yaitu jumlah cambuk dikali 10 gram dan kurungan penjara
yang jumlahnya sama dengan hukuman cambuk. “Jadi hakim diberi ruang untuk
memilih bentuk hukuman bagi pelaku pelanggaran syariat apakah dengan
cambuk, penjara atau bayar denda,” ungkap Kepala Dinas Syariat IslamAceh,
Syahrizal Abbas. Syahrizal menjelaskan, dalam Qanun itu disebutkan hukuman
terberat ialah pelaku pemerkosaan anak yaitu cambuk antara 150 hingga 200 kali
cambuk. Sementara hukuman paling ringan sebanyak 10 kali cambuk dijatuhkan
atas pelaku khalwat yaitu perbuatan laki-laki dan perempuan belum menikah
berada di tempat tertutup.Denda Emas Dikelola Baitul Mal: Denda emas atau
lainnya yang diserahkan terpidana kepada mahkamah syar’iyah akan disimpan
dan dikelola oleh baitul mal, digolongkan sebagai harta agama.Hal itu diterangkan

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, Prof Syahrizal Abbas melalui Kabid

*®Alyasa’ Abubakar, Marah Halim,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007), him. 20



60

Hukum DSI Aceh, Dr Munawar A Djalil MA menjawab Serambi di Banda
Aceh.®
Pengecualian dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014:

Pasal 12

(1) Setiap Orang yang melakukan pekerjaan di tempat kerja dan pada waktu
kerja tidak dapat dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama
pekerja.

(2) Setiap Orang yang menjadi penghuni sebuah rumah yang dibuktikan
dengan daftar keluarga atau persetujuan pejabat setempat, tidak dapat
dituduh melakukan Jarimah khalwat dengan sesama penghuni rumah

tersebut.
Pasal 13

Setiap Orang yang memberikan pertolongan kepada orang lain yang
berbeda jenis kelamin dalam keadaan darurat, tidak dapat dituduh
melakukan Jarimah khalwat atau Ikhtilath.

C. Analisis

Pada KUHP dalam rumusan delik dimulai dengan butir ancaman terdahulu
kemudian dimuat dibawahnya kriteria dan cara perbuatan bagaimana yang dapat
untuk dihukum.Sedangkan pada Qanun perbuatan melawan hukum terlebih
dahulu dimuat perbuatan jarimahnya baru kemuadian uqubahnya atau
sanksinya(cambuk/penjara/dendakah).Redaksi Qanun nomor 14 tahun 2003
berbeda dengan ganun jinayah nomor 6 tahun 2014 atas Besaran pidana

cambuk/penjara/dendanya lebih besar dibandingkan dengan pidana penjaranya

nttp://Aceh. TribunNews.com/Qanun-Jinayah-Efektif-Berlaku-28-September
2014
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dan ditambah emas 100 gram berdasarkan ta’zir putusan nantinya. Besaran pidana
cambuk, penjara, dan denda emas sama besarnya apabila dilihat dari kuantitas
hukuman. Kualitasnya sangat evektif pada ta zir yang diambil oleh penguasa atau
hakim. Dalam maksud isi KUHP atas pelanggaran asusila yang dapat dijerat
hukuman apabila dilakukan di tempat terbuka dengan menimbulkan birahi orang
lain yang melihatnya, sedangkan yang dimaksud dalam ganun jinayah Aceh atas
khalwat adalah baik di tempat tertutup maupun terbuka diketahui publik dapat
dijerat hukuman pada si pelaku.
Qanun jinayah:
1. Cambuk 10 x
2. Penjara 10 bulan
3. Denda emas murni 100 gram
KUHP:
Hukuman penjara/denda minimal dan maksimal
Qanun Jinayah Khalwat yang diatur dalam Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun
2014 dan Qanun acara Jinayah nomor 7 tahun 2013 Pada pasal 5 Qanun Jinayah

ini berlaku untuk:

Pasal 5 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

1. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh:

2. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di
Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta
menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

3. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan
Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang
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Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP,
tetapi diatur dalam Qanun ini; dan
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh. “°

Pasal 23

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah khalwat,
diancam dengan ‘Uqubah T7a’zir cambuk paling banyak 10
(sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas
murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.

2. Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan,
menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah khalwat,
diancam dengan ‘Uqubah Ta’zir cambuk paling banyak 15 (lima
belas) kali dan/atau denda paling banyak 150 (seratus lima puluh)
gram emas murni dan/atau penjara paling lama 15 (lima belas)
bulan.*

Sedangkan dalam pasal KUHP pada pasal 532-536 dan 281 merumuskan:
Pasal 532

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda

paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1.

barang siapa di muka umum menyanyikan lagu-lagu yang melanggar
kesusilaan;

barang siapa di muka umum mengadakan pidato yang melanggar
kesusilaan;

barang siapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan
atau gambaran yang melanggar kesusilaan

Pasal 536

Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam
dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya
pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang

“Opasal 5 Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014

*'pasal 23 Qanun Jinayah AcehNomor 6 Tahun 2014



3.

63

dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana
kurungan paling lama tiga hari.

Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan
pertama berakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling
lama dua minggu.

Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah
pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau
lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.*

Pasal 281

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau

pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1.

2.

Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ
bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan®

Kemudian dari segi pemberlakuan ganun khalwat yang terpisah

sebelumnya yaitu Qanun Nomor 14 Tahun 2003 berbeda dengan ganun jinayah

yang telah dikodifikasi dalam bentuk kitab Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014

atas redaksinya.Pada ganun jinayah yang baru besaran hukumannya ditambah

baik

hukuman cambuk, penjara, dan denda emasnya(kuantitas) dan subjek

hukumnya diperluas pemberlakuannya ke orang yang beda keyakinan(agama) atas

dasar hukum UUPA(undang — undang pemerintahan Aceh) pasal 126 dan pasal

129 yang mengharuskan demikian dan juga pasal 5 pada ganun jinayah Aceh

nomor 6 tahun 2014. Apabila telah diatur dalam KUHP maka non muslim bisa

memilih hukum yang mana mau diterapkan baginya,dan apabila tidak terdapat

%2 R Soesilo, KUHP, 1995 him. 341-343

“ibid. 204
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dalam KUHP maka non muslim harus tunduk pada hukum jinayat Aceh ganun
nomor 6 tahun 2014 dan juga harus menghormati adat istiadat dan agamis yang
melekat dalam jiwa masyarakat Aceh Dan juga berdasarkan atas azas
territoriallndonesia yang tertuang dalam butir pasal 2 KUHP.

Dari kedua kajian sumber Hukum yang pluralisme untuk diberlakukan
hanya daerah Aceh yang telah memiliki otonomi khusus untuk berdasarkan
kehendaknya sendiri dan diberlakukan di wilayah nya sendiri. Maka dalam
masing — masing sumber Hukum ini memiliki tolak ukur yang berbeda pada
Hukum materiil yang akan bersifat objective

Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab
Undang — undang Hukum Pidana(KUHP).Terlepas dari kontoversi yang
dimilikinya, KUHP produk Belanda ini telah mengatur permasalahan kesusilaan.
Bahkan jauh lebih rinci dibanding Qanun Khalwat. Dalam Qanun Khalwat
didefinisikan sebagai perbuatan bersunyi — sunyi antara dua orang mukallaf atau
lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan yang
dapat dikenakan hukuman atasnya . Sementara dalam KUHP,Hal — hal “kecil”
yang merupakan perbuatan asusila bahkan mendapat hukuman pidana. Dalam
KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum Kketika
dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan ditempat tertutup tidak lagi
menjadi obyek hukum.Orientasi hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini
mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau

terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain.
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Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi
hukum.Perbuatan khalwat akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum
(terbuka) maupun di tempat tertutup.Artinya,orientasi hukum pengaturan khalwat
adalah untuk kemaslahatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi
agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina
yang dilarang oleh agama mengakibatkan dosa dan siksa di kemudian
hari.Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari
berbagai  bentuk  kegiatan dan atau perbuatan yang  merusak
kehormatan.Sebagaimana dikemukakan pada Qanun Khalwat,tujuan larangan
Khalwat salah satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari
melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan.

Dalam pasal qanun ini disebutkan bahwa bahwa “Ruang lingkup larangan
khalwat adalah segala kegiatan, perbuatan dan keadaan yang mengarah kepada
perbuatan zina.” Islam sangat melarang amal perbuatan mukallaf yang menjurus
kepada perbuatan zina seumpama berdua — duaan di tempat sunyi antara laki —
laki dan perempuan beerlainan jenis, yang bukan mahramnya. Isyarat ini seperti

firman Allah swt dalam surat al — Isra’ ayat 32:

do P P
3158 G of0B s LSy
Artinya:
“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalahsuatu
perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”
Sesuai Arti dari surat al — isra’ ayat 32 di atas, yang dilarang secara

langsung adalah mendekati zina. perbuatan mendekati zina adalah khalwat itu
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sendiri, karena itu khalwat adalah akar atau jalan ke arah perzinaan. Logikanya,
jika mendekati zina saja dilarang, maka melakukan zinanya pasti lebih dilarang*
lagi yang berarti dan berkesan semuanya untuk kebaikan umat manusia sehingga
sejalan dengan tujuan daripada Al - Magashid syar’iyyah dalam Al Kulliyat Al-
Khamsa. Jadi khalwat termasuk salah satu perbuatan keji dan mungkar yang
dilarang dalam syariat Islam serta bertentangan dengan adat istiadat yang berlaku
dalam masyarakat Aceh. Islam secara tegas mengingatkan bahwa hubungan dan
pergaulan antara laki — laki dan perempuan harus dibatasi. langkah yang bisa
diambil oleh penguasa dalam menertibkan dan menjaga evektifitas dari jarimah
khalwat vyaitu dengan pemberlakuan ganun jinayah secara tegas atas
pemberlakuan ganun jinayah yang khususnya mengenai khalwat

Dalam ganunJinayah atas Jarimah Khalwat yang melakukan perbuatan
berdua — duaan di tempat sunyi dan tetutup tanpa ditemani muhrimnya ataupun di
tempat terbuka melakukan Khalwat( Ikhtilath) dapat dihukum . Tujuannya untuk
menjaga kehormatan diri, moral, dan tidak mempengaruhi orang lain untuk
melakukan/terganggu baik dilakukan secara sembunyi ataupun terang — terangan
di depan publik/ oranglain.

Islam menganjurkan nikah, karena ia merupakan jalan yang paling sehat
dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis (instink seks). Pernikahan juga
merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, dimana suami isteri
mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan kemuliaan,

perlindungan serta kebesaran jiwa.Tujuannya ialah agar keturunan itu mampu

* Alyasa’ Abubakar, Marah Halim,Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD.(Banda Aceh
Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,2007),hIm. 85
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mengemban tanggung jawab, untuk selanjutnya berjuang guna memajukan dan
meningkatkan kehidupannya.Selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan
biologis (instink seks), nikah juga merupakan pencegah penyaluran kebutuhan itu
pada jalan yang tidak dikehendaki agama. Nikah mengandung arti larangan
menyalurkan potensi seks dengan cara — caradi luar ajaran agama atau
menyimpang. Itulah sebabnya agama melarang pergaulan bebas, dansa — dansi,
gambar — gambar porno dan nyanyian — nyanyian yang merangsang serta cara —
cara lain yang dapat menenggelamkan nafsu birahi atau menjerumuskan orang
kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama.*

Jika terjadi perbuatan (mesum) antara seorang laki — laki dengan seorang
wanita tanpa menyentuh daereah terlarang itu, maka atas perbuatan tersebut tidak
dapat dijatuhkan hukuman zina, melainkan hanya hukuman ta’ziir.*

Baik muslim ataupun non muslim dapat dihukum karena rechtdelicten*’
yang diakui oleh bersama dan juga karena jarimah ini adalah jarimah ta’zir yang
ditetapkan oleh penguasa sebagaimana Negara lain yang menerapkan hukumnya
masing — masing di negaranya. Apalagi konteks Aceh yang sangat melekat agama
dan adat istiadat pada diri masyarakat Aceh sendiri. Dan juga karena perbuatan ini
menyangkut dengan moral perbuatan pelanggaran asusila menjawab hajat hidup

orang banyak atas suatu kepastian Hukum tanpa adanya kekosongan Hukum

** Sayyid Sabig, Figh Sunnah,jilid 9 (Bandung: pt Alma’arif,1987) diterjemahkan
oleh moh. Nabhan Husein,hlm. 86

*® Sayyid sabig, ibid.,hIm. 93

*Jurnal Paska Sarjana UIN, A Hamid Sarong, Kedudukan Non Muslim dalam Sistem
Hukum Jinayat di Aceh,him. 8
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dalam pluralime Hukum atas bahan hukum yang bersumber dari Hukum adat,
Hukumlslam, dan Hukum eropa/Hukum asing yang diberlakukan di Indonesia
dan merupakan rujukan dan dasar bagi daerah Aceh dalam membuat dan
mengeluarkan Hukum untuk diberlakukan di daerahnya yang dimuat dalam ganun
no 6 tahun 2014 dan undang — undang pendukung lainnya sebagai pendukung.

Pelanggaran jarimah khalwat seperti itu hanya dikenal dalam ganun
jinayatAcehnomor 6 tahun 2014 di Aceh.dengan demikian tidak mungkin
pelanggar dapat membebaskan dirinya dari perbuatan Hukum tersebut.Jinayat
adalah Hukum publik, unsur Hukumpublik adalah Hukum yang berdimensi; (1)
kepentingan umum; (2) keamanan negara; dan (3) ketentraman masyarakat.
Dilihat dari sudut ini tidak terkait persoalan agama,.Ketika seseorang melakukan
perbuatan yang dapat mengganggu unsur Hukumpublik, maka pelakunya harus
dihukum, apakah pelakunya beragama Islam atau bukan.*®

Hukum jinayah khususnya tentang jarimah khalwat yang dimaksudkan
dalam ganun jinayah Aceh nomor 6 tahun 2014 tidak berhubungan dengan
agidah/keyakinan(agama) masing — masing agama, dikarenakan ini menyangkut
dengan kepentingan public(lumum) dan untuk kemaslahatan umum dalam
bermasyarakat yang hidup dalam sebuah negara. Pada dewasa ini dijalankan di
daerah provinsi nanggroe Aceh Darussalam yang apada dasarnya masih dalam
lingkungan hukum Indonesia dan milik Negaralndonesia.Sesuai dengan asas
wetdelicten dan rechdelicten di semua negara yang memberlakukan hukumnya

atas kepentingan public untuk kemaslahatan warga negaranya. Maka dari itu

A Hamid Sarong ,Kedudukan Non Muslim dalam Sistem Hukum Jinayat di Aceh(Jurnal
Paska Sarjana UIN,2016),him. 7.
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semua orang yang berada di Aceh baik yang berjangka waktu lama ataupun
sementara wajib tunduk dan patuh pada hukum untuk tidak melakukan
perbuatan/jarimah khalwat yang diatur dalam ganun jinayah Aceh nomor 6 tahun
2014 yang diterapkan kepada siapa saja yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Apabila pelaku jarimah melakukan perbuatan bermesraan dengan lawan
jenis yang belum terikat dengan tali perkawinan yang sah dapat juga dikenakan
butir ganun jinayah atas perbuatan ikhtilath sama halnya dengan yang terdapat
dalam KUHP atas perbuatan pelanggaran asusila (pasal 532-536) ataupun
kejahatan asusila (pasl 281) maka pelakunya barulah dapat memilih. Sedangkan
atas jarimah khalwat tidak bisa untuk memilih karena tidak diatur dalam KUHP
yang khusus hanya diatur dan dimuat dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 tahun
2014 yang berlaku di Aceh berdasar asas territorial.

Dengan fitrah dan potensi akal, manusia akan dapat memilih jalan
hidupnya sendiri. Nabi Muhammad saw telah berhasil dengan gemilang
merealisasikan secara baik pesan al — qur’an. Konstitusi madinah adalah bukti
konkrit, misalnya secara tegas digariskan bahwa kaum non muslim dibenarkan
hidup secara bersama dibawah kepimimpinan nabi.

Melihat konteks sejarah dan perkembangan sosio — kultural, adalah
kekhawatiran yang tidak mendasar jika dianggap posisi non — muslim akan
terancam di tengah — tengah muslim bilamana syariat Islam yang dianut oleh
mereka itu ditegakkkan. Apalagi telah ada “payung hukum” implementasi syariat

Islam di Aceh, tentu saja kewenangan penegakan syariat akan mempertimbangkan
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nilai — nilai cultural masyarakat yang mendiami wilayah syariat. Dapat
diungkapkan bahwa tidak ditemukan adanaya konflik muslim dengan non —
muslim sebagai akibat daripada prilaku ajaran agama. Barangkali kalaupun untuk
mengatakan ada, hanya terdapat di dantaran sosial kesengajaansosial yang dipicu
oleh kondisi ekonomi serta prilaku ketidakadilan yang massive di tengah — tengah
masyarakat. Sejatinya di dalam penegakan syariat Islam, masyarakat muslim
harus kembali kepada nilai ruh syariat itu sendiri yang berpola untuk
mendatangkan kemaslahatan kehidupan manusia. Dalam berinteraksi antara
sesama adalah nilai sama, tidak ada perbedaan diantara manusia itu kecuali
ketagwaannya terhadap Allah Swt. Karena itu, posisi hon muslim dalam tantarn
normative kelslaman adalah jelas dan tidak perlu dikhawatirkan di dalam prilaku
kehidupan mayoritas muslim.

Di samping hal itu, kearifan lokal masyarakat Aceh yang mencerminkan
tatanan nilai kehidupan mereka cenderung memiliki rasa saling harga menghargai
serta saling hormat menghormati antar sesama adalah khazanah kultural yang
tingggi nilainya bagi menciptakan tatanan sosial yang kondusif terhadap
penegakan syariat Islam*

Prinsip akhlak, akhlak memiliki tiga peranan utama dalam kehidupan
masyarakat, tawjih (mengarahkan), tatshit (memperkuat) dan himayah
(memelihara). Tawjih dapat dilakukan melalui informasi di berbagai media
informasi dan berbagai media dakwah serta penyuluhan — penyuluhan.Tatsbit

dapat dilakukan dengan pendidikan yang mendalam pada lingkup keluarga,

* Samsul Rizal,dkk, Dinamika Sosial Keagamaan dalam Penerapan Syariat
Islam,(banda Aceh: dinas syariat Islam provinsi nanggroe Aceh darussalm, 2011),him. 138
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sekolah, dan universitas. Himayah dapat dilakukan dengandua metode; pertama,
dengan pengendalian opini umum secara aktif dengan selalu amar ma’ruf nahi
munkar serta mencegah kerusakan dan menolak penyimpangan. Kedua,
menegakkan hukum atau perundang -undangan yang melarang tindakan
perusakan. Melalui optimalisasi nilai akhlak Islami terdiri dari aspek pengarahan,
pemantapan dan perlindungan maka masyarakat akan tumbuh dan berkembang

dan berjalan dalam kehidupan sosial®

% Khoiruddin, membangun masyarakat Islam: studi atas pemikiran yusuf Qardhawi,
populis, edisi No.Ill, 2003,him. 110-111



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hadist Nabi Muhammad saw:

Artinya:

“Janganlah seseorang laki-laki itu berkhalwat(menyendiri) dengan seorang wanita

kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut” (HR. Bukhari & Muslim).

Dalam pemutakhiran Qanun Jinayah Aceh tentang khalwat dapat
disimpulkan memiliki perbedaan orientasi hukum. Dari kuantitas hukuman atas
jarimah Khalwat berbeda dengan yang ada di dalam ganun sebelumnya ganun
Nomor 14 tahun 2003 bertambah menjadi 10 x hukuman cambuk , sedangkan dari
kualitas nya juga berbeda dari segi penambahan pada jenis hukuman penjaranya.
Sebagaimana dikemukakan pada Qanun Khalwat, tujuan larangan Khalwat salah
satunya adalah melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan
yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan (Bersifat Preventif).

Di kalangan pakar muslim, seperti juga yang pernah dirumuskan oleh
kalangan barat, ada yang berpendapat dalam penyelenggaraan Negara itu
menganut kedaulatan hukum, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan

tertinggi di dalam suatu Negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja

72
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atau penguasa maupun rakyat atau warga negara itu sendiri semuanya tunduk
kepada hukum.diantara penganut tersebut ada Majid Khadduri.

Keberadaan orang bukan Islam di Aceh tidak akan terganggu, karena
orang bukan Islam dapat memilih Hukum yang berlaku untuk dirinya, apakah
akan tunduk kepada Hukum jinayah atau Hukum lain berdasarkan pada asas
penundukan diri secara suka rela. Dalam praktek ternyata ada dua alur pikir.
Bidang muamalah dengan sendirinya non muslim akan tunduk kepada aturan
muamalah Islam. Non muslim melakukan perbuatan yang diatur dalam muamalah
Islam dengan sendirinya mengikuti rumusan pasal — pasal yang diatur dalam
muamalah Islam. ketika non muslim melakukan kegiatan/perbuatan yang dilarang
dalam suatu daerah yang berlaku syariat Islam, non muslim dapat melakukan
pilihan. Hal ini dirasakan tidak adil dan tidak juga patut.dimana bumi dipijak
disitu langit dijunjung. Lagi pula pelarangan yang ada di dalam ganun jinayat
memang dilarang di dalam agama apapun. Dengan demikian tidak ada gunanya
non muslim memilih Hukum yang lain, karena dalam sistem Hukum lain pun
dikenakan sanksi.

Hukum jinayah di Aceh adalah Hukum Negara. Hukum yang telah
dibenarkan oleh Negara. Tidak sepatutnya warga Negara mengeyampingkan
Hukum Negara. Semua Hukum di dunia ini berasal dari sumber materil utama; (1)
Hukum yang berasal dari ajaran agama, akhlak atau moral dan ini disebut
Rechdelicten semua orang mengakuainya sebagai Hukum; dan (2) Hukum yang
berasal pengaturan tambahan pemerintah untuk mencapai ketertiban dan kebaikan

lebih lanjut dan disebut Wetdelicten. Dengan demikian, ganun jinayah tidak boleh
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dikesampingkan karena materi ganun ini berasal dari Rechtdelicten. Rechtdelicten
adalah perbuatan Hukum yang dilarang, karena bertentangan dengan jiwa
masyarakat yang bermoral dan beragama. Walaupun Qanun Jinayah Aceh
diberlakukan kepada non muslimtetap saja mengalami hambatan dalam praktek
prosesi hukum pada hukum acaranya dekarenakan salah satunya penegak

hukumnya “Kejaksaan” (aparatur negara ).

B. Saran dan Kritik Pengkaji:

Bahwa dalam penerapan hukum, masyarakat yang berada dan
menginjakkan kaki di Aceh haruslah dan dapatlah melihat dari banyak sisi dan
aspek yang membawa kepada kemaslahatan mereka (manusia) dan semuanya
yang berada di Aceh dan supaya dapatlah bersinergi dan bertintegritas

membangun Aceh menjadi yang lebih baik dari daerah lainnya.
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